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Dalam Islam, jual beli merupakan sarana tolong-menolong antar sesama 

manusia yang diatur secara detail dalam syariat untuk menjaga kepentingan dan 

menghindari penindasan. Prinsip-prinsip etika dan syariat Islam tetap relevan 

dalam setiap transaksi, meskipun teknologi dan perubahan sosial mempengaruhi 

cara manusia berinteraksi. Dalam penelitian ini, terdapat fenomena jual beli surat-

surat kendaraan bermotor bodong yang dapat menimbulkan dampak negatif dan 

melanggar syariat Islam.  

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian 

yuridis empiris. Penelitian inidilakukan di Kabupaten Banyumas, subjeknya 

adalah pelaku jual beli surat-surat kendaraan bodong sedangkan objeknya adalah 

analisis fikih muamalah dari jual beli tersebut. Penelitian ini menggunakan 

metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan, 

teknik analisis datanya melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau 

verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukan terdapat penipuan dalam jual beli yang 

dilakukan oleh oknum pembeli yang melakukan kecurangan dan penjual surat-

surat kendaraan bermotor bodong karena hilang atau rusak. Dikarenakan pembeli 

tidak memberitahu dampak atas perbuatan jual beli surat-surat kendaraan 

bermotor bodong pada saat transaksi dan  menimbulkan kerugian pada pihaki lain 

sehingga hal tersebut menjadi tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat 

garar, maka dari itu dalam jual beli surat-surat kendaraan bodong yang terjadi di 

Kabupaten Banyumas merupakan jual beli yang batal atau dilarang berdasarkan 

konsep fikih muamalah jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong tersebut 

tidak boleh karena membawa kemafsadatan. 

 

Kata Kunci: Jual beli, Surat-surat kendaraan bermotor, fikih muamalah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

KEPUTUSAN BERSAMA  

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu 

ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf 

Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya 

dengan huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
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 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G ge غ

 Fa F ef ف

 Qaf Q ki ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M em م

 Nun N en ن

 Wau W we و

 Ha H ha ھ



 

x  

 Hamzah ` apostrof ء

 Ya Y ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A a ـَ

 Kasrah I i ـِ

 Dammah U u ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يَْ...

  Fathah dan wau au a dan u وَْ...

Contoh: 

 kataba  كَتَبََ -
 fa`ala  فَ عَلََ -
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 suila  سُئِلََ -
 kaifa  كَيْفََ -
 haula حَوْلََ -

 
C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...

 

Contoh: 

 qāla  قاَلََ -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلََ -

 yaqūlu  يَ قُوْلَُ -
 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 
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2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

طْفَالَِلََرَؤْضَةَُا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمَدِيْ نَةَُالْمُنَ وَّرةََُ -

 talhah   طلَْحَةَْ -

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَ زَّلََ -

 al-birr  البِرَ -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 
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1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلَُ -

 al-qalamu الْقَلَمَُ -

 asy-syamsu الشَّمْسَُ -

لَُالَْْلََ -  al-jalālu 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تأَْخُذَُ -
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 syai’un شَيئَ  -

 an-nau’u الن َّوْءَُ -

 inna إِنََّ -
 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang 

dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

Contoh: 

رَُالرَّازقِِيََْ - فَ هُوََخَي ْ    وََإِنََّاللهََ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa 

innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana 

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. 

Contoh: 

َالْعَالَمِيََْ -  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الَْْمْدَُلِلهَرَبِّ

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّحْْنَِالرَّحِيْمَِ -
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

َرَحِيْمَ  -  Allaāhu gafūrun rahīm  اللهَُغَفُوْر 

ي ْعَ لَُللِّهَِا - امُوْرَُجََِ   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seìbagai makhluk soìsial, manusia tidak bisa hidup dalam keìseìndirian. 

Oìleìh kareìna itu, manusia seìbagai makhluk soìsial meìmbutuhkan dan beìrharap 

keìpada oìrang lain agar dapat meìmeìnuhi keìbutuhannya baik primeìr, seìkundeìr, 

maupun teìrsieìr yang beìrbeìntuk barang maupun jasa. Dalam meìmeìnuhi 

keìbutuhannya, salah satu cara yang dipeìrintahkan oìleìh Allah SWT adalah jual 

beìli atau beìrmuamalah seìbagai sarana manusia untuk dapat beìrtahan hidup. 

Muhammad Yusuf Musa beìrpeìndapat bahwa muamalah adalah aturan-aturan 

Allah yang harus diikuti dan dipatuhi dalam hidup beìrmasyarakat untuk 

meìnjaga keìpeìntingan manusia.
1
 Salah satu beìntuk muamalah yang dianjurkan 

dalam Islam adalah jual beìli. Dalam Islam juga dijeìlaskan bahwasanya jual beìli 

dipandang seìbagai salah satu sarana toìloìng meìnoìloìng antar seìsama manusia 

untuk meìmeìnuhi keìbutuhan seìhari-hari. Keìtika beìrbicara teìntang manusia, 

tidak ada yang leìbih seìmpurna keìcuali deìngan adanya peìrtukaran dimana 

seìseìoìrang meìmbeìrikan apa yang meìreìka miliki untuk meìneìrima seìsuatu yang 

beìrguna dari oìrang lain seìsuai keìbutuhan masing-masing. 

Islam meìngatur peìrmasalahan jual beìli seìcara deìtail dan meìnyeìluruh 

dalam koìridoìr syariat dan meìnghindari peìrseìkusi teìrhadap seìsama manusia.
2
 

Tujuan utama adanya jual beìli tidak hanya untuk meìmeìnuhi keìbutuhan hidup 

deìngan saling meìnukarkan barang. Dalam transaksi jual beìli teìrdapat beìbeìrapa 

                                                           
1 Heìndi Suhaeìdi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Peìrs, 2010), hlm. 2. 
2 Siswati, “Jual Beìli Dalam Peìrspeìktif Islam”, Jurnal Umum Qura. Voìl. III, Noì. 2, 2013, 

hlm. 59. 
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prinsip yang harus teìrpeìnuhi agar dalam seìbuah transaksi tidak ada rasa 

keìcurigaan seìrta rasa tidak saling ridha kareìna meìrasa ada pihak yang 

dirugikan. Seìdangkan jual beìli itu seìndiri adalah peìngikat diri dalam transaksi 

pada satu peìrjanjian dimana peìnjual meìnyeìrahkan barangnya, dan peìmbeìli 

harus meìmbayar barang teìrseìbut.
3
 Dalam sisteìm peìrdagangan Islam, 

keìnteìntuan-keìteìntuan yang dibeìrlakukan dalam jual beìli harus seìsuai deìngan 

syara’ yang meìmuat nilai moìral dan keìmaslahatan antar seìsama manusia. 

Seìgala seìsuatu yang dilarang dan dipeìrboìleìhkan dalam agama Islam diseìbut 

hukum Islam. Hukum Islam meìrupakan hukum yang diturunkan Allah SWT 

dan Rasul-Nya seìhingga seìbagai hamba (manusia) tidak meìmpunyai 

keìweìnangan untuk meìneìntukan maupun meìnciptakan hukum.  

Dalam meìlakukan jual beìli, harus meìngandung nilai keìseìpakatan 

beìrsama dan tidak saling meìrugikan (keìuntungan dipeìroìleìh dua beìlah pihak). 

Seìbagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (3) ayat 29, yang 

beìrbunyi: 

َأَنَتَكُونََ نَكُمَبٱِلْبََٰطِلَِإِلََّ لَكُمَبَ ي ْ تََِٰرةَ َعَنَتَ راَضٍَمِّنكُمَْيََٰاأيَ رهَاَٱلَّذِينََءَامَنُواَلَََتأَْكُلُواَأمَْوََٰ
كََانََبِكُمَْرَحِيم اَ وَلَََتَ قْتُ لُواَأنَفُسَكُمََْإِنََّٱللَّهَ  

Wahai oìrang-oìrang yang beìriman! Janganlah kamu saling meìmakan 

harta seìsamamu deìngan jalan yang batil (tidak beìnar), keìcuali dalam 

peìrdagangan yang beìrlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. 

Dan janganlah kamu meìmbunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 

Peìnyayang keìpadamu.
4
 

 

Dalam ayat teìrseìbut, Allah Swt meìngajarkan bagaimana cara 

meìlakukan transaksi jual beìli yang baik, yaitu deìngan beìrtransaksi yang 

                                                           
3 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2019),  hlm. 5. 
4 Deìparteìmeìn Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Teìrjeìmah (Bandung: CV. Jabal Raudhoìtul 

Jannah, 2009), hlm. 83. 
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didasarkan atas unsur saling reìla. Hal teìrseìbut dimaksudkan agar tidak 

meìngurangi nilai moìral dalam transaksi yang keìmudian meìrusak keìmurnian 

akad jual beìli yang teìrjadi. Eìtika yang dimaksud yaitu heìndaklah peìlaku usaha 

meìlakukan peìrniagaan seìsuai deìngan keìteìntuan syariah Islam. Diantaranya 

barang-barang yang dijual meìrupakan barang yang halal baik dari seìgi dzat 

maupun sifatnya, tidak ada unsur riba, gharar, tadlis, dan lainnya, seìhingga 

nantinya tidak ada yang dirugikan dalam seìtiap transaksi jual beìli teìrseìbut.
5
  

Lain halnya deìngan hukum yang dibuat oìleìh manusia, Hukum Islam 

seìndiri leìbih koìmpreìheìnsif kareìna meìngatur keìhidupan di dunia dan di akhirat. 

Seìdangkan, hukum yang dibuat oìleìh manusia hanya meìngatur seìgala seìsuatu 

yang ada di keìhidupan saat ini (dunia). Oìleìh kareìna itu, dalam beìrmuamalah 

harus meìlihat aspeìk-aspeìk yang ada di dalam hukum Islam yaitu apa saja yang 

dilarang dan dipeìrboìleìhkan seìhingga teìrcapai keìmaslahatan di dunia dan 

akhirat.
6
 Hukum Islam yang meìmbeìrikan keìteìtapan jual beìli itu halal dan 

dipeìrboìleìhkan. Agama Islam meìnganjurkan umatnya untuk meìlakukan jual 

beìli dan meìndoìroìng agar beìrpeìrgian hanya untuk jual beìli seìmata kareìna jual 

beìli diseìbut seìbagai beìntuk meìncari karunia Allah.
7
 

Seìiring deìngan peìrkeìmbangan teìknoìloìgi yang seìmakin peìsat meìmbuat 

peìrubahan tatanan soìsial yang cukup peìsat, baik dalam hal akseìsibilitas 

maupun moìbilitas. Misalnya, pada zaman dahulu manusia meìmanfaatkan 

binatang untuk dijadikan transpoìrtasi seìdangkan seìkarang manusia leìbih 

                                                           
5 Amir Syarifuddin, Garis-garis Beìsar Fiqih (Jakarta: Preìnada Meìdia, 2003), hlm. 36. 
6 Muchammad Ichsan, Peìngantar Hukum Islam (Yoìgyakarta: Geìmasurya, 2015), hlm. 2. 
7 Syaikhu Ariyadi dan Noìrwili, Fikih Muamalah: Meìmahami Koìnseìp dan Dialeìktika 

Koìnteìmpoìreìr (Yoìgyakarta: K-Meìdia, 2020), hlm. 44. 



4 
 

  

meìmilih meìnggunakan moìtoìr, moìbil, keìreìta, dan yang lainnya untuk dijadikan 

transpoìrtasi. Disisi lain, deìngan meìningkatnya keìbutuhan manusia untuk seìlalu 

hidup meìngakibatkan peìrkeìmbangan dalam meìlakukan jual beìli meìnjadi 

dinamis seìhingga meìlahirkan beìrbagai beìntuk dalam meìlakukan jual beìli yang 

pada intinya beìrtujuan untuk meìlakukan inteìraksi agar supaya keìbutuhan 

hidupnya teìtap teìrcukupi. Jual beìli tidak meìnganjurkan untuk meìlakukan 

keìcurangan yang beìrtujuan untuk meìmpeìroìleìh keìuntungan leìbih beìsar, salah 

satunya deìngan meìlakukan peìnipuan. Seìseìoìrang yang deìngan seìngaja 

meìlakukan jual beìli deìngan tujuan akhir barang yang dipeìrjual beìlikan 

digunakan untuk meìlakukan peìnipuan tidak peìrboìleìhkan dalam Islam. 

Seìbagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Isra’ (17) ayat 84 yang 

beìrbunyi: 

ىاسَبِيْلًا ابِمَنْاهُوَااَهْدى ااَعْلََُ اشَاكِِتَِهافرََبُّكُُْ َّعْمَلُاعلَٰى اي   قُلْاكٌُُّ

Katakanlah (Muhammad), “Seìtiap oìrang beìrbuat seìsuai deìngan 

peìmbawaannya masing-masing.” Maka Tuhanmu leìbih meìngeìtahui 

siapa yang leìbih beìnar jalannya.
8
 

 
Manusia seìbagai makhluk yang dinamis meìmeìrlukan teìknoìloìgi yang 

dapat meìmudahkan aktivitas seìhari-hari. Salah satu teìknoìloìgi yang dibutuhkan 

adalah transpoìrtasi. Salah satu alat transpoìrtasi yang paling seìring digunakan di 

Indoìneìsia adalah moìtoìr. Seìtiap keìndaraan beìrmoìtoìr wajib direìgistrasi seìbeìlum 

mulai dioìpeìrasikan. Seìbagaimana yang teìlah diatur dalam Undang-Undang 

Noìmoìr 22 Tahun 2009 teìntang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 64 ayat (1) 

                                                           
8 Deìparteìmeìn Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Teìrjeìmah (Bandung: CV. Jabal Raudhoìtul 

Jannah, 2009), hlm. 290. 



5 
 

  

yang beìrbunyi “Seìtiap keìndaraan beìrmoìtoìr wajib direìgistrasikan”. Reìgistrasi 

keìndaraan dilaksanakan oìleìh keìpoìlisian Reìpublik Indoìneìsia. 

Dalam Undang-Undang Noìmoìr 22 Tahun 2009 teìntang lalu lintas dan 

angkutan jalan Pasal 65 ayat (1) yang meìnyeìbutkan reìgistrasi keìndaraan baru 

seìbagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meìliputi keìgiatan : 

1. Reìgistrasi dan ideìntifikasi keìndaraan beìrmoìtoìr dan peìmiliknya; 

2. Peìneìrbitan buku peìmilik keìndaraan beìrmoìtoìr; 

3. Peìneìrbitan surat tanda keìndaraan beìrmoìtoìr dan tanda noìmoìr keìndaraan 

beìrmoìtoìr. 

Salah satu bukti keìndaraan beìrmoìtoìr teìrseìbut sudah teìreìgistrasi adalah 

deìngan adanya surat keìndaraan beìrmoìtoìr yang diseìbut deìngan Buku Peìmilik 

Keìndaraan Beìrmoìtoìr (BPKB). Pada pasal 1 angka 8 Peìrkapoìlri Noìmoìr 5 Tahun 

2012 Teìntang Reìgistrasi dan Ideìntifikasi Keìndaraan Beìrmoìtoìr meìnyatakan 

bahwa BPKB adalah doìkumeìn peìmbeìri leìgitimasi peìmilik keìndaraan beìrmoìtoìr 

yang diteìrbitkan POìLRI yang beìrisi ideìntitas keìndaraan beìrmoìtoìr dan 

peìmiliknya, yang beìrlaku seìlama keìndaraan beìrmoìtoìr teìrseìbut beìlum dipindah 

tangankan. BPKB dapat disamakan deìngan ceìrtificateì oìf oìwneìrship yang 

diseìmpurnakan dan meìrupakan doìkumeìn peìnting yang harus disimpan baik-

baik oìleìh beìrsangkutan.
9
  

Beìrdasarkan uraian di atas, keìmudian muncul peìrsoìalan jual beìli yang 

mana barang yang dipeìrjual beìlikan adalah surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr 

beìrupa Buku Peìmilik Keìndaraan Beìrmoìtoìr (BPKB) dan Surat Tanda Noìmoìr 

                                                           
9 https://poìlri.goì.id/bpkb-stnk diakseìs pada hari Seìlasa, 25 Oìktoìbeìr 2022 pukul 20.17 wib. 

https://polri.go.id/bpkb-stnk
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Keìndaraan (STNK) boìdoìng. Adanya jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr 

boìdoìng teìrseìbut bukanlah suatu hal yang dilarang di Indoìneìsia. Akan teìtapi, 

hal teìrseìbut masih tabu dikalangan masyarakat yang tidak meìngeìrti. 

Seìbagaimana yang dikeìtahui masyarakat untuk meìndapatkan BPKB dan STNK 

keìndaraan beìrmoìtoìr harus diseìrtai deìngan keìndaraan beìrmoìtoìr. Seìdangkan jual 

beìli barang teìrseìbut dapat meìnimbulkan dampak neìgatif bagi masyarakat dan 

pihak lainnya jika dipeìrjualbeìlikan untuk dimanfaatkan deìngan peìrbuatan 

meìlanggar syariat Islam teìntang jual beìli, kareìna meìmungkinkan teìrdapat unsur 

peìnipuan. Jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr yang teìrjadi di Kabupateìn 

Banyumas teìrseìbut meìlibatkan oìrang yang sudah tidak meìmbutuhkan surat-

surat teìrseìbut lantaran moìtoìr yang dimiliki teìlah hilang maupun rusak, 

meìlibatkan oìrang yang meìmiliki keìndaraan beìrmoìtoìr akan teìtapi tidak 

meìmiliki surat-suratnya, dan meìlibatkan oìrang yang seìdang meìmbutukan 

pinjaman uang. 

Deìngan adanya masalah teìrseìbut, peìnulis teìrtarik untuk meìnganalisis 

deìngan meìnggunakan sudut pandang fikih muamalah. Kitab-kitab fikih yang 

meìmbahas dan meìngatur hubungan antara seìsama manusia yang beìrkaitan 

deìngan harta kareìna keìceìndeìrungan manusia teìrhadap harta sangat beìsar dan 

seìring meìnimbulkan peìrseìlisihan. Jika hubungan ini tidak diatur, hal itu dapat 

meìnyeìbabkan keìtidakseìtabilan dalam peìrgaulan hidup antara seìsama manusia. 

Seìlain itu, harta dapat dianggap beìrnilai ibadah jika digunakan seìsuai deìngan 
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keìheìndak Allah Swt yang beìrkaitan deìngan harta teìrseìbut.
10

 Salah satu bagian 

dari ruang lingkup fikih muamalah yang beìrkaitan deìngan hubungan manusia 

deìngan manusia adalah jual beìli, yang beìrarti meìnukar seìsuatu deìngan seìsuatu 

yang lain. Seìdangkan meìnurut syara', meìnukar harta deìngan harta deìngan cara 

teìrteìntu. 

Meìlihat bahwa yang dipeìrjual beìlikan adalah Surat Keìndaraan 

Beìrmoìtoìr boìdoìng adalah suatu hal yang peìrnah diteìmukan peìnulis di 

Kabupateìn Banyumas. Oìleìh kareìna itu, peìnulis teìrtarik untuk meìneìliti 

meìngeìnai praktik jual beìli surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng seìcara leìbih lanjut 

deìngan meìnjadikannya seìbagai peìneìlitian skripsi deìngan judul “Jual Beli 

Surat-Surat Kendaraan Bermotor Bodong Perspektif Fikih Muamalah 

(Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas)”. 

B. Definisi Operasional 

Untuk meìmpeìrjeìlas judul di atas, maka peìrlu diuraian teìntang beìbeìrapa 

kata kunci (keìywoìrd), deìngan harapan dapat meìnjadi pijakan awal untuk 

meìmahami uraian leìbih lanjut, meìngurangi multitafsir dalam meìngartikan dan 

dapat meìneìpis keìsalah pahaman dalam meìmbeìrikan oìrieìntasi kajian ini. Oìleìh 

kareìna itu, peìnulis meìnguraikan beìbeìrapa kata seìbagai beìrikut: 

1. Surat-surat Keìndaraan Beìrmoìtoìr Boìdoìng 

Surat dalam Kamus Beìsar Bahasa Indoìneìsia (KBBI) adalah keìrtas 

yang teìrtulis, seìcarik keìrtas seìbagai tanda atau keìteìrangan, seìsuatu yang 

ditulis atau teìrtulis. Sedangkan bodong dalam Kamus Beìsar Bahasa 

                                                           
10 Amir Syarifudin, Garis-Garis Beìsar Fiqh, Ceìt. Keì-3 (Jakarta: Preìnada Meìdia Groìup, 

2010), hlm. 175-176. 
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Indoìneìsia (KBBI) adalah palsu.
11

 Surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng 

yang dimaksudkan dalam peìneìlitian ini adalah surat-surat peìnting yang 

dimiliki oìleìh seìtiap keìndaraan beìrmoìtoìr beìrupa Buku Peìmilik Keìndaraan 

Beìrmoìtoìr (BPKB) dan Surat Tanda Noìmoìr Keìndaraan (STNK) beìrmoìtoìr 

yang sudah tidak teìrpakai kareìna keìndaraannya hilang atau rusak.  

2. Fikih Muamalah 

Fikih muamalah ialah peìngeìtahuan teìntang keìteìntuan-keìteìntuan 

hukum yang beìrkaitan deìngan cara meìmpeìroìleìh dan meìngeìmbangkan harta, 

jual beìli, hutang piutang, dan jasa peìnitipan di antara anggoìta masyarakat 

seìsuai keìbutuhan meìreìka yang dapat dipahami dan beìrdasarkan dalil-dalil 

syara' yang teìrinci. 

C. Rumusan Masalah 

Beìrdasarkan latar beìlakang di atas, maka dapat dirumuskan 

peìrmasalahan dalam peìneìlitian ini seìbagai beìrikut: 

1. Bagaimana peìlaksanaan jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng di 

Kabupateìn Banyumas? 

2. Bagaimana jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng di Kabupateìn 

Banyumas dalam peìrspeìktif fikih muamalah? 

D. Tujuan Penelitian 

Beìrdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dijabarkan bahwa 

tujuan dari peìneìlitian ini yaitu: 

                                                           
11

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Bodong diakses pada 

17 November 2024. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Bodong
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1. Untuk meìnjeìlaskan bagaimana peìlaksanaan jual beìli surat-surat keìndaraan 

beìrmoìtoìr boìdoìng di Kabupateìn Banyumas. 

2. Untuk meìnganalisis jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng di 

Kabupateìn Banyumas dalam peìrspeìktif fikih muamalah. 

E. Manfaat Penelitian 

Seìbagai peìdoìman dalam meìndeìskripsikan keìrangka peìmbahasan dan 

agar supaya tidak meìleìbar pada inti poìkoìk peìrmasalahan maka manfaat 

peìneìlitian ini yaitu: 

1. Seìcara ilmiah, peìneìlitian ini diharapkan dapat meìmbeìrikan sumbangan 

peìmikiran akadeìmis dalam peìngeìmbangan ilmu syari’ah pada umumnya 

dan muamalah pada khususnya. 

2. Seìcara praktis, peìneìlitian ini diharapkan dapat dijadikan seìbagai bahan 

peìrtimbangan atau saran teìrhadap praktik jual beìli surat-surat keìndaraan 

beìrmoìtoìr boìdoìng di Kabupateìn Banyumas. 

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka meìrupakan keìgiatan meìndalami, meìnceìrmati, meìneìlaah, 

dan meìngideìntifikasi peìngeìtahuan yang dilakukan oìleìh seìoìrang peìneìlitian 

teìrhadap hal-hal yang teìlah ada untuk meìngeìtahui apa yang ada dan beìlum 

ada.
12

 

Skripsi Moìh. Said Syukroìn deìngan judul “Analisis Fiqh Muamalah 

Teìrhadap Transaksi Jual Beìli Characteìr “DoìtA” Via Oìnlineì di Warneìt 

Sn.R.NEìT Keìlurahan Moìnjoìk Barat Keìcamatan Seìlaparang Koìta Mataram”. 

                                                           
12 Suharsimi Arikuntoì, Manageìmeìn Peìneìlitian (Jakarta: Rineìka Cipta, 2005), hlm. 58. 
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Skripsi ini beìrisi teìntang proìseìs jual beìli ini deìngan meìnggunakan salam yang 

beìrarti peìmbayaran dilakukan di awal, dan peìnyeìrahan barang ditunda atau 

diheìntikan sampai peìmbayaran seìleìsai. Warneìt SNR.neìt hanya beìrfungsi 

seìbagai meìdia atau loìkasi untuk meìlakukan transaksi jual beìli char DoìtA 

seìcara oìnlineì. Namun, beìrdasarkan rukun dan syarat umum teìrjadinya suatu 

akad, jual beìli Char DoìtAvia seìcara oìnlineì dianggap sah meìnurut fikih 

muamalah.
13

 Peìrsamaan dari peìneìlitian Moìh. Said Syukroìn deìngan peìneìlitian 

ini adalah keìsamaan dalam meìnggunakan analisis fikih muamalah dan 

meìnggunakan meìtoìdeì peìneìlitian kualitatif deìngan meìnggunakan teìknik 

wawancara untuk meìngumpulkan data. Seìdangkan peìrbeìdaannya yaitu pada 

foìkus peìneìlitian Moìh. Said Syukroìn adalah transaksi jual beìli yang dilakukan 

meìlalui inteìrneìt atau oìnlineì. Seìdangkan foìkus pada peìneìlitian ini yaitu pada 

transaksi seìcara langsung. 

Skripsi karya Baik Muthmainnah yang beìrjudul “Tinjauan Fiqih 

Muamalah Teìrhadap Jual Beìli Moìtoìr Boìdoìng (Studi Di Teìruwai, Keìcamatan 

Pujut, Kabupateìn Loìmboìk Teìngah)” dan yang meìnjadi poìkoìk bahasan dalam 

skripsi teìrseìbut adalah bagaimana sisteìm jual beìli meìnjadi seìbuah peìrjanjian 

antara dua pihak yang seìcara sukareìla meìnukar barang atau beìnda yang 

meìmiliki nilai, pihak peìrtama meìneìrima barang teìrseìbut dan pihak lainnya 

meìneìrima beìnda lain yang teìlah meìnjadi keìseìpakatan atau keìteìntuan yang teìlah 

diseìpakati dan dibeìnarkan oìleìh syara’. Meìmbeìli seìpeìda moìtoìr di Deìsa Teìruwai 

beìrbeìda dari jual beìli biasa kareìna meìreìka meìmilih meìmbeìli seìpeìda moìtoìr 

                                                           
13 Moìh. Said Syukroìn, “Analisis Fiqih Muamalah Teìrhadap Transaksi Jual Beìli Characteìr 

DoìtA Via Oìnlineì di Warneìt SnR.NEìT Keìlurahan Moìnjoìk Barat Keìcamatan Seìlaparang Koìta 

Mataram” Skripsi (Mataram: IAIN Mataram, 2016). 
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beìkas yang tidak meìmiliki doìkumeìn leìngkap, yang biasa diseìbut seìbagai 

"seìpeìda moìtoìr boìdoìng". Yang dimaksud deìngan keìteìntuan hukum ialah 

meìmeìnuhi peìrsyaratan, syarat, dan hal-hal lain yang beìrkaitan deìngan jual beìli 

seìhingga peìrsyaratan dan syaratnya teìrpeìnuhi seìsuai deìngan keìheìndak syara’. 

Seìpeìda moìtoìr boìdoìng yang tidak meìmiliki doìkumeìn atau surat-surat leìngkap 

atau yang asal muasalnya tidak jeìlas kareìna seìpeìda moìtoìr teìrseìbut mungkin 

dicuri atau doìkumeìn atau surat-suratnya hilang. Masyarakat Deìsa Teìruwai 

tampaknya meìnganggap jual beìli seìpeìda moìtoìr boìdoìng teìrseìbut seìbagai 

keìbiasaan.
14

 Skripsi dari Baiq Muthmainnah beìrbeìda deìngan yang akan di teìliti 

oìleìh peìneìliti. Skripsi Baiq Muthmainnah meìnjadikan peìlaku jual beìli seìpeìda 

moìtoìr boìdoìng seìbagai subjeìk peìneìlitian seìdangkan yang meìnjadi subjeìk 

peìneìliti adalah peìlaku jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng. 

Agar meìmpeìrmudah peìmbaca dalam meìmbeìdakan dan meìnyamakan 

kajian pustaka dalam peìnilitian ini, maka peìnulis meìnyimpulkan dalam beìntuk 

tabeìl seìbagai beìrikut: 

Noì. Nama Judul Peìrsamaan Peìrbeìdaan 

1. Moìh. Said 

Syukroìn 

Analisis Fiqh 

Muamalah 

Teìrhadap 

Transaksi Jual 

Beìli Characteìr 

Peìrsamaan dalam 

meìmilih sudut 

pandang  

Oìbjeìk 

peìneìlitian yang 

dikaji 

                                                           
14

 Baiq Muthmainnah, “Tinjauan Fiqih Muamalah Teìrhadap Jual beìli Moìtoìr Boìdoìng (Studi 

Di Teìruwai, Keìc. Pujut, Kab. Loìmboìk Teìngah)”. Skripsi (Loìmboìk Teìngah: UIN Mataram, 2019). 
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“DoìtA” Via 

Oìnlineì di Warneìt 

Sn.R.NEìT 

Keìlurahan 

Moìnjoìk Barat 

Keìcamatan 

Seìlaparang Koìta 

Mataram 

2. Baiq 

Muthmainnah 

Tinjauan Fiqih 

Muamalah 

Teìrhadap Jual Beìli 

Moìtoìr Boìdoìng 

(Studi Di Teìruwai, 

Keìcamatan Pujut, 

Kabupateìn 

Loìmboìk Teìngah) 

a. Peìrsamaan 

dalam 

meìmilih sudut 

pandang 

b. Beìntuk 

peìrmasalahan  

Oìbjeìk 

peìneìlitian yang 

dikaji 

 

Dari beìbeìrapa tinjauan Pustaka diatas, beìrbeìda deìngan skripsi yang 

akan peìnulis buat. Peìnulis dalam proìpoìsal skripsinya meìneìrangkan meìngeìnai 

pandangan fikih muamalah teìrhadap jual beìli surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng 

di Kabupateìn Banyumas. Praktik jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr 

boìdoìng yang teìrjadi di Kabupateìn Banyumas dilakukan antara peìmilik surat-

surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng yang sudah tidak ada keìndaraannya lantaran 
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hilang atau rusak deìngan peìmbeìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng 

kareìna meìmbutuhkan. Dari beìbeìrapa kajian pustaka yang ada yang seìlanjutnya 

diamati dan diteìlusuri bahwa praktik jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr 

boìdoìng peìrspeìktif fikih muamalah di Kabupateìn Banyumas teìrseìbut beìlum 

ada. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar peìneìlitian ini dapat mudah dipahami baik oìleìh peìnulis maupun 

peìmbaca, maka peìmbahasan pada peìneìlitian akan dioìrganisasikan dan 

dipeìrinci keì dalam lima bab. Adapun peìmbahasan teìrpeìrinci lima bab teìrseìbut 

adalah seìbagai beìrikut:  

Bab satu, meìmbahas dan meìmuat meìngeìnai peìndahuluan yang teìrdiri 

dari tujuh bagian yaitu peìrtama latar beìlakang masalah yang meìrupakan dasar 

atau peìnjabaran meìngeìnai duduk peìrkara dari peìrmasalahan yang diteìliti. 

Keìdua rumusan masalah yang meìmuat meìngeìnai peìneìgasan apa yang ada di 

dalam latar beìlakang masalah. Keìtiga yaitu tujuan peìneìlitian, yang mana 

deìngan dibuatnya dan adanya peìneìlitian ini meìmiliki dampak poìsitif teìrhadap 

masyarakat. Keìeìmpat, manfaat peìneìlitian yakni manfaat apa yang ada di dalam 

seìbuah peìneìlitian. Keìlima kajian pustaka, beìrupa teìlaah teìrhadap karya ilmiah 

yang sudah ada yang beìrkaitan deìngan oìbjeìk peìneìlitian. Keìeìnam meìtoìdeì 

peìngumpulan data, meìrupakan langkah yang dilakukan dalam meìngumpulkan 

data-data yang beìrkaitan dan dalam meìnganalisis data yang dipeìroìleìh. Keìtujuh, 

yaitu sisteìmatika peìmbahasan yang beìrtujuan meìnjabarkan yang ada dalam 

skripsi dan meìrupakan akhir dari bab satu.  
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Bab keìdua, meìmbahas dan meìmuat meìngeìnai landasan teìoìri yang 

meìndeìskripsikan gambaran umum teìntang jual beìli. 

Bab keìtiga, meìnjeìlaskan meìngeìnai meìtoìdeì peìneìlitian yang 

digunakan, loìkasi peìneìlitian, sumbeìr data yang digunakan dalam peìneìlitian, 

teìknik peìngumpulan data, dan teìknik analisis data.  

Bab keìeìmpat, beìrisi analisis meìngeìnai praktik jual beìli surat keìndaraan 

beìrmoìtoìr boìdoìng di Kabupateìn Banyumas deìngan meìngambil sudut pandangan 

fikih muamalah. 

Bab keìlima, Peìnutup beìrisi keìsimpulan dari peìneìlitian oìleìh peìnulis 

meìngeìnai peìrmasalahan yang dikaji dalam peìneìlitian ini. Seìdangkan saran dan 

kritikan adalah suatu beìntuk harapan dari peìnulis deìngan meìlihat fakta yang 

ada dalam peìneìlitian agar nantinya peìneìlitian ini dapat beìrmanfaat bagi 

siapapun yang meìmbacanya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI  

A. Pengertian Jual Beli 

Dalam kamus bahasa Arab, jual beìli diseìbut deìngan يبيعَ-باع-ََ بيعا  

yang meìmpunyai arti meìnjual atau meìnjual.
15

 Meìnurut bahasa, jual beìli beìrarti 

al ba’i yang artinya proìseìs meìnukar suatu barang deìngan barang yang lain. 

Seìdangkan meìnurut Proìf. Wahbah Az-Zuhaili, jual beìli adalah tukar meìnukar 

barang deìngan dilandasi keìreìlaan.
16

 Dalam Kitab Kifayatul Ahyar 

meìndeìfinisikan jual beìli seìcara bahasa ialah meìmbeìrikan seìsuatu kareìna ada 

peìmbeìrian atau imbalan teìrteìntu.
17

 

Dalam istilah, jual beìli adalah proìseìs tukar meìnukar barang deìngan 

barang (barteìr) atau barang deìngan uang, yang dilakukan deìngan keìreìlaan 

keìdua beìlah pihak. Proìseìs ini meìlibatkan aktivitas meìmbeìli dan meìnjual harta 

meìlalui ijab kabul atas seìgala seìsuatu yang dimiliki dan dapat diambil 

manfaatnya, seìsuai deìngan keìbiasaan (urf’) seìrta prinsip-prinsip syariat 

Islam.
18

 

Dalam bukunya “Koìdeì Eìtik Dagang Meìnurut Islam”, Hamzah Ya’qub 

meìnjeìlaskan bahwa jual beìli, dalam peìngeìrtian bahasa, adalah proìseìs meìnukar 

                                                           
15 M. Yunus, Kamus Arab-Indoìneìsia (Jakarta: PT. Hidayah Agung, 1990), hlm. 75. 
16 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, teìr. Abdul Hayyieì al-Kattani, Cet. V 

(Jakarta: Geìma Insani, 2011), hlm. 25. 
17 Moìh Rifa’i, Teìrj. Khulasoìh Kifayatu al-ahyar (Seìmarang: CV. Toìha Putra, 1978), hlm. 

183. 
18 Andri Soìeìmitra, Hukum Eìkoìnoìmi Syariah dan Fiqh Muamalah (Jakarta: Keìncana, 2019), 

hlm. 64. 
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seìsuatu deìngan seìsuatu.
19

 Ibnu Qudamah meìnjeìlaskan bahwa jual beìli 

meìrupakan peìrtukaran harta antara satu pihak deìngan harta milik pihak lain, 

yang keìmudian meìnjadikan harta teìrseìbut meìnjadi milik kita. Di sisi lain, 

Ismail Nawawi meìngartikan jual beìli seìbagai proìseìs tukar meìnukar beìnda atau 

harta yang dilakukan seìsuai deìngan aturan syariah.
20

 Peìndapat dari Yusuf 

Qardhawi teìntang jual beìli atau beìrdagang yaitu proìseìs meìmbeìli barang 

dagangan untuk meìndapatkan keìuntungan deìngan cara meìnjual keìmbali.
21

 

Dalam KHEìS Pasal 20 ayat 2, jual beìli diseìbut seìbagai bai', yaitu 

transaksi yang meìlibatkan peìrtukaran beìnda deìngan beìnda atau beìnda deìngan 

uang. Peìngeìrtian bai' dapat dipahami seìbagai proìseìs tukar meìnukar harta milik 

seìseìoìrang deìngan harta atau uang milik oìrang lain, yang dilakukan deìngan 

keìreìlaan dan diakhiri deìngan peìmindahan keìpeìmilikan seìsuai deìngan keìteìntuan 

yang dibeìnarkan oìleìh Islam. 

Dari beìbeìrapa deìfinisi jual beìli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

jual beìli meìrupakan proìseìs saling tukar meìnukar barang deìngan barang atau 

barang deìngan alat ganti yang dapat dibeìnarkan (alat peìmbayaran yang sah dan 

diakui keìbeìradaannya seìpeìrti uang rupiah) diseìrtai deìngan asas saling reìla 

seìsuai deìngan aturan dan keìteìntuan yang ada. 

  

                                                           
19 Hamzah Ya’kub, Koìdeì Eìtik Dagang Meìnurut Islam (Poìla Peìmbinaan Hidup Dalam 

Beìreìkoìnoìmi), Ceìt. II (Bandung: Dipoìneìgoìroì, 1992), hlm. 18. 
20 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Koìnteìmpoìreìr (Boìgoìr: Ghalia Indoìneìsia, 

2012), hlm. 75. 
21 Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Koìnteìmpoìreìr Jilid 2 (Jakarta: Geìma Insani, 1995), hlm. 

588. 
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B. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beìli yang dijadikan seìbagai salah satu sarana toìloìng meìnoìloìng 

seìsama manusia untuk meìmeìnuhi keìbutuhan seìhari-hari meìmpunyai landasan 

yang kuat dalam Islam. Beìrikut adalah dasar hukum yang meìmbahas jual beìli 

dalam al-Qur’an dan Hadis, antara lain: 

1. QS Al-Baqarah(2): 198 

عَرِاالحَْرَامِاا ْْ اعاِنْْدَاالمَْ َ نْاعَرَفاَتٍافاَذْكُرُواااللِّّى امِِّ اافاَِذَاااَفضَْتُُْ ِِّكُُْ ب نْارَّ اجُناَحٌااَنْاتبَتَْغُوْاافضَْلًامِِّ ليَسَْاعلَيَْكُُْ

ِِّيْاَ اۤل نْاقبَْلِِالمَِنَاالضَّ امِِّ ااوَاِنْاكُنْْتُُْ ىكُُْ اهَدى  وَاذْكُرُوْهُاكََمَ

Bukanlah suatu doìsa bagimu meìncari karunia dari Tuhanmu. Maka 

apabila kamu beìrtoìlak dari Arafah, beìrzikirlah keìpada Allah di 

Masy’arilharam. Dan beìrzikirlah keìpada-Nya seìbagaimana Dia teìlah 

meìmbeìri peìtunjuk keìpadamu, seìkalipun seìbeìlumnya kamu beìnar-

beìnar teìrmasuk oìrang yang tidak tahu.
22

 

 

2. QS Al-Baqarah(2): 275 

كََمَاَيَ قُوْمَُ لِكََالََّذِيْنََيأَْكُلُوْنََالرِّبَٰواَلَََيَ قُوْمُوْنََاِلََّ َذَٰ الَّذِيَْيَ تَخَبَّطهَُُالشَّيْطَٰنَُمِنََالْمَسِّ
هَُالْبَ يْعََوَحَرَّمََالرِّبَٰواَفَمَنَْجَاءَۤهَمَوْعَِ اََالْبَ يْعَُمِثْلَُالرِّبَٰواَوَاَحَلََّاللَّٰ ظَةَ َمِّنَْرَّبِّهَباِنَ َّهُمَْقاَلُوْاَاِنََّّ

ىَفَ لَهَمَاَسَلَفََوَامَْرهُ|َاِلَََاللَّٰهََِوََ لِدُوْنََفاَنْ تَ هَٰ هَاَخَٰ بَُالنَّارََِهُمَْفِي ْ كََاَصْحَٰ مَنَْعَادََفاَوُلَٰىِٕۤ  
Oìrang-oìrang yang meìmakan riba tidak dapat beìrdiri meìlankan seìpeìrti 

beìrdirinya oìrang yng keìmasukan seìtan kareìna gila. Yang deìmikian itu 

kareìna meìreìka beìrkata bahwa jual beìli itu sama deìngan riba. Padahal 

Allah teìlah meìnghalalkan jual beìli dan meìngharamkan riba. 

Barangsiapa meìndapat peìringatan dari Tuhannya, lalu dia beìrheìnti, 

maka apa yang teìlah dipeìroìleìh dahulu meìnjadi miliknyadan utusannya 

(teìrseìrah) keìpada Allah. Barangsiapa meìngulangi, maka meìreìka itu 

peìnghuni neìraka, meìreìka keìkal di dalamnya.
23

 

  

                                                           
22 Tim Peìnyusun Deìparteìmeìn Agama RI, Al-Qur’an Al-karim dan Teìrjeìmahan Bahasa 

Indoìneìsia (Kudus: Meìnara Kudus, 1997), hlm. 179. 
23 Tim Peìnyusun Deìparteìmeìn Agama RI, Al-Qur’an Al-karim, hlm. 179. 
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3. Hadis Nabi 

َحَدَثَ نَاَمَرْوَانَُبْنَُمَُُمَّدٍحَدَثَ نَاعَبْدُالْعَزيِْزيِْنَُمَُُمََّ مَشْقِير ثَ نَاالْعَبَّاسَُبْنَُالْوَاليِْدِالدِّ دٍعَنَْحَدَّ
عْتَُأبَاََسَعِيْدٍالْْدُْريََِّصَلَّىَاللهَُعَلَيْهَِوَسَلَّمََ ي ْ دَاوُدَبْنَِصَالِحَِالْمَدِيْنَِِِّعَنَْأبَيِْهَِقاَلََسََِ

اَالْبَ يْعَُعَنَْتَ راَضَيَ قُوْلَُقَلََرَسُوْلَُاللهَُ  اِنََّّ
 

Teìlah meìnceìritakan keìpada kami al-‘Abbas bin al-Walid ad-Dimasyqi 

beìrkata, teìlah meìnceìritakan keìpada kami Marwan bin Muhammad 

dari Dawud bin Salih al-Madini dari Bapaknya beìrkata: Aku 

meìndeìngar Abu Sa’id ia beìrkata, “Rasulullah SAW. beìrsabda: 

“Bahwasanya jual beìli beìrlaku deìngan saling ridha”. 
24

 

 

4. Ijmak 

Meìnurut para ulama fiqih, hukum asal jual beìli adalah boìleìh 

(mubah). Beìrdasarkan sumbeìr hukum yang ada, jual beìli dianggap seìbagai 

keìgiatan yang halal dan mulia di hadapan Allah SWT. Para ulama seìpakat 

bahwa akad jual beìli dipeìrboìleìhkan. Akad ini meìmiliki hikmah dalam 

meìmeìnuhi keìbutuhan manusia yang beìrkaitan deìngan hak keìpeìmilikan 

oìrang lain, kareìna keìpeìmilikan adalah hak individu yang tidak dapat 

dipindahkan beìgitu saja tanpa koìmpeìnsasi. Oìleìh kareìna itu, jual beìli 

disyariatkan seìbagai soìlusi untuk keìbutuhan manusia, meìmungkinkan 

inteìraksi dan bantuan antara individu meìlalui proìseìs jual beìli. 

 

C. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Keìgiatan jual beìli dapat dikatakan sah apabila teìlah meìmeìnuhi keìteìntuan 

yang teìlah diteìtapkan beìrupa rukun dan syarat dari jual beìli. Seìtiap keìgiatan 

jual beìli diwajibkan meìmeìnuhi rukun dan syaratnya seìrta meìnghindari aturan 

                                                           
24 Sunan Ibnu Majah, Kitab Sunan Ibnu Majah (Beìirut Damaskus: Darul al-Fikr, 1995), Juz 

I, noì hadis. 2185. 
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yang meìlarangnya beìrlandaskan pada peìtunjuk dasar hukum dalam 

meìlangsungkan jual beìli. Beìrikut adalah rukun dan syarat jual beìli: 

1. Rukun Jual Beìli 

Meìnurut bahasa, rukun adalah seìsuatu yang harus ada agar suatu 

peìkeìrjaan sah. Seìcara harfiah, rukun beìrarti tiang, keìkuatan, peìnoìpang, 

unsur, eìleìmeìn, dan sandaran. Dalam istilah, rukun meìrujuk pada seìsuatu 

yang keìbeìradaannya meìmbuat suatu hal meìnjadi eìksis atau peìnting, seìrta 

meìrupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari peìrbuatan teìrseìbut.
25

 

Peìmbahasan meìngeìnai rukun jual beìli meìmpunyai beìbeìrapa 

peìrbeìdaan peìndapat di kalangan ulama meìngeìnai jumlah dari rukun 

teìrseìbut. Peìrbeìdaan ulama teìrkait rukun jual beìli adalah seìbagai beìrikut:
26

 

a. Madzhab hanafi meìnyatakan bahwa rukun jual beìli hanya satu yaitu ijab 

kabul yang meìngarah teìrjadinya peìrtukaran hak keìpeìmilikan antara 

peìnjual dan peìmbeìli. 

b. Rukun jual beìli dalam madzhab syafi’i hanya ada tiga hal, diantaranya: 

1) Oìrang yang beìrtransaksi atau meìngadakan akad 

2) Sighat atau ijab kabul 

3) Oìbjeìk akad beìrupa beìnda atau harta
27

 

                                                           
25 Wati Susiawati. “Jual Beìli dan Dalam Koìnteìks Keìkinian”, Jurnal Eìkoìnoìmi Islam, Voìl. 

VIII, Noì. 2, Univeìrsitas Islam Neìgeìri Syarif Hidayatullah, Yoìgyakarta, 2017, hlm. 175. 
26 Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Eìmpat Madzhab, teìrj. Nabhani Idris, Jilid. III 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 275. 
27 Reìtnoì Dyah Peìkeìrti dan Eìliada Heìrwiyanti, “Transaksi Jual Beìli Oìnlineì dalam Peìrspeìktif 

Syariah Madzhab Asy-Syafi’i”, Jurnal Eìkoìnoìmi, Bisnis, dan Akuntansi, Voìl. 20, Noì. 02, 2018. 
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Seìpeìrti yang sudah dijeìlaskan dalam peìngeìrtian jual beìli, maka para 

ulama fiqih seìpakat bahwa jual beìli meìrupakan suatu beìntuk akad atas harta. 

Adapun rukun jual beìli seìbagai beìrikut:
 28

 

a. Oìrang yang beìrakad (peìnjual dan peìmbeìli) 

Oìrang yang meìlakukan akad heìndaknya meìngatasnamakan dirinya 

seìndiri. Hal teìrseìbut diseìbabkan oìleìh adanya dua hak yang beìrlawanan 

dalam suatu jual beìli yaitu antara oìrang yang meìneìrima barang dan oìrang 

yang meìnyeìrahkan barang.
29

 

b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang akan dibeìli 

Nilai tukar harus meìmeìnuhi tiga unsur, yaitu: dapat meìnyimpan 

nilai, dapat digunakan untuk meìnilai atau meìnghargakan barang, dan 

dapat digunakan seìbagai alat tukar.
30

 Barang yang akan dibeìli atau 

dijadikan oìbjeìk jual beìli harus meìmeìnuhi syarat-syarat beìrikut: barang 

teìrseìbut harus ada, meìrupakan milik seìndiri, dan dapat diseìrahkan pada 

saat akad jual beìli.  

c. Shighat (ijab dan kabul) 

Shighat adalah beìntuk peìrnyataan antaa peìnjual dan peìmbeìli yang 

disyaratkan harus beìrada pada satu teìmpat. Peìrnyataan antara peìnjual dan 

peìmbeìli harus meìncapai pada keìseìpatan beìrsama, jika beìlum meìncapai 

keìseìpakatan dari keìdua beìlah pihak maka jual beìli teìrseìbut tidak sah.
31

 

                                                           
28 Chairuman Pasaribu, Hukum Peìrjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 

hlm. 34. 
29 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh, hlm. 188. 
30 Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Eìmpat Madzhab, hlm. 297. 
31 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, teìrj. Muhammad Nasiruddin al-Albani, Juz V (Jakarta: 

Cakrawala, 2009), hlm. 161. 
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2. Syarat Jual Beìli 

Transaksi jual beìli meìmeìrlukan syarat-syarat untuk meìmeìnuhi rukun 

jual beìli itu seìndiri yang harus teìrpeìnuhi oìleìh keìdua beìlah pihak yang 

meìlakukan transaksi jual beìli. Beìrikut adalah syarat-syarat jual beìli yang 

harus teìrpeìnuhi yang teìlah dikeìmukakan oìleìh jumhur ulama:
32

 

a. Syarat bagi oìrang yang meìlakukan akad antara lain : 

1) Baligh (beìrakal), meìnurut ulama fiqih, oìrang gila atau oìrang yang 

beìlum deìwasa tidak sah hukumnya apabila meìlakukan jual beìli. 

Namun, apabila anak keìcil meìlakukan jual beìli dan meìmbawa 

keìuntungan meìnurut madzhab Hanafiah hukum akadnya sah. Apabila 

transaksi jual beìli yang dilakukan anak keìcil yang teìlah mumayiz 

teìrseìbut meìmbawa manfaat dan mudharat seìkalipun maka teìtap sah 

hukumnya apabila diizinkan oìleìh walinya.                                       

2) Akad dilakukan oìleìh oìrang yang beìrbeìda. Jadi oìrang yang meìlakukan 

akad tidak dapat meìnjadi seìoìrang peìnjual dan peìmbeìli dalam waktu 

yang beìrsamaan. 

b. Syarat barang yang dipeìrjualbeìlikan, antara lain: 

1) Barang yang meìnjadi oìbjeìk transaksi beìrada di teìmpat yang sudah 

diseìpakati beìrsama. 

2) Suci seìrta beìrmanfaat, tidak sah meìnjual barang najis. 

3) Meìmbeìri manfaat meìnurut syara’ 

4) Milik seìndiri atau seìseìoìrang 

                                                           
32 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Keìncana, 2010), hlm. 71. 
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5) Barang diseìrahkan pada saat akad beìrlangsung atau lai waktu seìsuai 

adanya keìseìpakatan. 

c. Syarat sah ijab kabul (sighat) 

Unsur yang diutamakan dalam jual beìli yang diseìpakati ulama 

ulama fiqih adalah ijab kabul atas keìreìlaan antara keìdua beìlah pihak 

(peìnjual dan peìmbeìli). Apabila akad jual beìli teìlah di lakukan dan teìlah 

teìrjadi keìseìpakatan maka barang yang di ijabkan teìlah beìrpindah 

keìpeìmilikan dari peìmilik seìbeìlumnya. Maka dari itu, ulama fiqih 

meìnsyaratkan ijab kabul seìbagai beìrikut: 

1) Oìrang yang meìlangsungkan ijab kabul teìlah baligh. 

2) Jawaban atau kabul seìsuai deìngan ijab. 

3) Teìrjadinya iajb dan kabul harus dalam satu majeìlis. 

d. Syarat teìrkait nilai tukar 

1) Jeìlas jumlah harganya beìrdasarkan keìpakatan keìdua beìlah pihak 

2) Oìbjeìk atau barang yang dipeìrual beìlikan tidak beìrteìntangan deìngan 

syara’ dan meìmiliki nilai beìrdasarkan syara’. 

D. Macam-Macam Akad 

Dalam beìbeìrapa peìndapat dari ulama fiqh, dalam transaksi muamalah 

teìrdapat beìbeìrapa akad yang dijadikan landasan utama, diantaranya:
33

 

1. Akad sahih adalah akad yang teìrlah meìmeìnuhi rukun-rukun dan syarat-

syaratnya. Hukum dari akad sahih yaitu adanya implikasi yang ditimbulkan 

dan sifatnya meìngikat pada oìrang yang beìrakad. 

                                                           
33 Akhmad Farroìh Hasan, Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Koìnteìmpoìreìr (Teìoìri dan 

Prakteìk) (Malang: Uin-Maliki Preìss, 2018), hlm.26-28. 
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2. Akad nafiz adalah seìmpurna untuk di laksanakan, artinya akad yang di 

langsungkan deìngan meìmeìnuhi rukun dan syaratnya, di pastikan tidak ada 

peìnghalang untuk meìlaksanakannya. 

3. Akad Mawquf adalah akad yang di lakukan oìleìh oìrang yang sudah cakap 

hukum, akan teìrtapi tidak ada tanggungjawab yang meìrngharuskan untuk 

meìngeìmban akad ini, seìpeìrti akad yang di langsungkan oìleìh anak keìcil yang 

mumayyiz. 

4. Akad tidak sahih adalah akad yang meìmpurnyai keìkurangan pada keìteìntuan 

rukun atau syarat-syaratnya, seìhingga akibat hukum akad teìrseìbut tidak 

meìngikat bagi pihak yang teìrlibat. Akad tidak sahih beìrdasarkan peìndapat 

ulama Hanafiyah dan Malikiyah di bagi meìnjadi dua macam, yaitu seìrbagai 

beìrikut : 

a. Akad batil meìrurpakan akad yang tidak meìmeìnuhi salah satu rukun atau 

teìrdapat larangan dari syara’. Coìntoìhnya, oìbjeìk jurl beìli tidak jeìlas 

darimana asalnya atau teìrdapat unsur peìnipuan, seìpeìrti meìnjual ikan 

dalam lautan. 

b. Akad fasid meìrurpakan akad yang pada dasarnya di atur dalam syariat 

akan teìrtapi sifat dari akad teìrseìbut tidak jeìlas. 

E. Larangan Dalam Jual Beli 

Jual beìli meìrupakan akad yang dipeìrboìleìhkan dalam Islam beìrlandaskan 

Al-Qur’an, sunnah, dan ijma’ para ulama. Dilihat dari aspeìk hukum, jual beìli 

itu mubah hukumnya keìcuali jual beìli yang dilarang oìleìh syara’.
34

 Jual beìli, 

                                                           
34 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh,  hlm. 176-177. 



24 
 

  

yang juga dikeìnal seìbagai bisnis atau peìrdagangan, adalah proìseìs tukar 

meìnukar yang didasarkan pada keìseìpakatan antara keìdua beìlah pihak yang 

teìrlibat. Seìtiap pihak meìmiliki keìbeìbasan untuk meìneìntukan keìuntungan dan 

keìrugian dari transaksi teìrseìbut. Bisnis atau peìrdagangan dianggap teìrjadi jika 

salah satu pihak meìndapatkan keìuntungan atau manfaat, seìmeìntara pihak 

lainnya tidak dirugikan dalam transaksi teìrseìbut.
35

 Seìlain itu, jual beìli juga 

dapat meìmbeìrikan risikoì yang peìnyeìleìsaiannya dapat meìnggunakan aturan 

yang dipakai dalam akad seìpeìrti meìnandatangani keìseìpatan awal yang 

dicantumkan pula masalah reìsikoì jika seìkiranya nanti beìnar-beìnar teìrjadi.
36

 

Jual beìli dalam koìnseìp Islam meìrupakan wasilah al-hayat, sarana 

manusia untuk meìmeìnuhi keìbutuhan jasadiyah dan ruhiyah agar manusia dapat 

meìningkatkan martabat dan citra dirinya deìngan baik seìsuai deìngan fitrahnya 

seìbagai makhluk Allah yang meìmiliki poìteìnsi keìtuhanan (divineì spirit), sarana 

meìndidik dan meìlatihnjiwa manusia seìbagai khalifah di muka bumi untuk 

meìmproìduksi khalifah-khalifah yang tangguh dan meìmiliki keìjujuran diri.
37

 

Meìnurut Imam Ghazali, moìtivasi seìoìrang peìdagang adalah keìuntungan, 

yaitu keìuntungan dunia dan keìuntungan akhirat. Risikoì untung rugi meìrupakan 

koìndisi yang tidak pasti dalam seìtiap usaha.
38

 Dalam meìnjalankan usaha 

                                                           
35 Muhammad, Aspeìk Hukum dalam Muamalat (Yoìgyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 87. 
36 Tim Peìnyusun KHEìS, Koìmpilasi Hukum Eìkoìnoìmi Syariah (Deìpoìk: Keìncana, 2009), 

hlm. 28. 
37 Muhammad, Aspeìk Hukum dalam Muamalat, hlm. 94. 
38 Nadratuzzaman Hoìseìn, “Analisis Beìntuk Gharar dalam Transaksi Eìkoìnoìmi”, Voìl. 1, Noì. 

1, Januari 2009, diakseìs pada joìurnal.uinjkt.ac.id, hlm. 59. 
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teìrdapat larangan-larangan guna untuk keìmaslahatan beìrsama. Beìbeìrapa 

larangan teìrseìbut antara lain:
39

 

1. Larangan untuk Maysir 

Maysir adalah transaksi speìkulatif yang mirip deìngan peìrjudian. 

Allah SWT teìlah meìneìgaskan keìharaman aktivitas eìkoìnoìmi yang 

meìngandung unsur maysir, seìbagai beìntuk larangan teìrhadap praktik-

praktik yang tidak seìsuai deìngan prinsip-prinsip syariah.
40

 

2. Larangan untuk Garar 

Garar adalah seìbuah keìtidakjeìlasan di suatu transaksi jual beìli baik 

dari pihak peìnjual atau peìmbeìli, oìbjeìk seìrta seìrah teìrimanya. 

3. Larangan untuk Riba 

Seìbagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 yang beìrbunyi: 

وَحَرَّمََالرِّبوَاوَاَحَلََّاللَّهَُالْبَ يْعََ  
artinya : “Allah meìnghalalkan jual beìli dan meìngharamkan riba.” 

 

Diharamkannya riba dalam ayat teìrseìbut dikareìnakan dalam riba 

teìrjadi peìrbuatan peìngambilan hak yang beìrupa harta milik oìrang lain tanpa 

adanya imbalan yang seìsuai. 

4. Larangan untuk Mudtar 

Jual beìli mudtar, yaitu transaksi di mana seìseìoìrang meìmbeìli barang 

dari oìrang yang seìdang dalam keìadaan meìndeìsak dan keìkurangan, dilarang 

dalam syariah. Meìnurut prinsip syariah, jika seìseìoìrang meìlihat oìrang lain 

dalam keìsulitan, ia seìharusnya meìmbeìrikan bantuan dan tidak 

                                                           
39 Ika Yunia Fauzia, Islamis Eìntreìpreìneìurship Keìwirausahaan Beìrbasis Peìmbeìrdayaan 

(Deìpoìk: Rajawali Peìrs, 2019), hlm. 127.  
40 Mardani, Fiqh Eìkoìnoìmi Syariah (Jakarta: Keìncana, 2012), hlm. 28. 
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meìmanfaatkan keìadaan teìrseìbut untuk keìuntungan pribadi tanpa 

meìmbeìrikan bantuan apa pun.
41

 

5. Larangan untuk Ikrah 

Ikrah, atau paksaan dalam jual beìli, meìrupakan keìbalikan dari prinsip 

yang diajarkan dalam Al-Qur'an, di mana seìseìoìrang dilarang oìleìh Allah 

untuk meìngambil harta oìrang lain deìngan cara yang tidak sah. Hal ini hanya 

dipeìrboìleìhkan meìlalui peìrniagaan atau peìrdagangan yang dilakukan deìngan 

keìreìlaan keìdua beìlah pihak. 

6. Larangan untuk Ihtikar 

Apabila teìrjadi ihtikar (moìnoìpoìli) maka peìmeìrintah harus seìgeìra turun 

tangan dan meìmaksa para peìdagang untuk seìgeìra meìnjual barang daganga 

itu deìngan harga standar yang beìrlaku di pasar. 

 

F. Macam-Macam Jual Beli 

Dilihat dari beìrbagai tinjauan jual beìli dapat dibagi meìnjadi keìloìmpoìk 

dan beìntuk seìbagai beìrikut:
42

 

1. Jual beìli ditinjau dari oìbjeìk 

a. Transaksi tukar meìnukar antara uang deìngan barang. Misalnya tukar 

meìnukar antara moìtoìr deìngan rupiah. 

b. Transaksi tukar meìnukar antara barang deìngan barang, diseìbut juga 

deìngan barteìr. Misalnya tukar meìnukar antara baju deìngan baju yang 

lain. 

                                                           
41 Ika Yunia Fauzia, Islamis Eìntreìpreìneìurship Keìwirausahaan, hlm. 135. 
42 Mardani, Fiqh Eìkoìnoìmi Syariah, hlm. 108. 
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c. Transaksi tukar meìnukar antara uang deìngan uang. Misalnya tukar 

meìnukar antara uang rupiah deìngan doìlar. 

2. Jual beìli ditinjau dari seìrah teìrima. 

a. Beìnda dan uang diseìrah teìrimakan deìngan cara tunai, ini meìrupakan 

beìntuk asal bāi. 

b. Peìmbayaran uang di awal dan beìnda atau harta meìnyususl seìsuai 

keìseìpakatan, ini diseìbut deìngan jual beìli salam. 

c. Barang jual beìli diteìrima di awal dan peìmbayaranya meìnyusul, ini 

diseìbut deìngan bāi ajal (jual beìli tidak tunai), seìpeìrti kreìdit moìtoìr. 

d. Beìnda dan peìmbayaran tidak tunai, ini diseìbut bāi dāin bī dāin (jual beìli 

utang deìngan utang) 

3. Jual beìli ditinjau dari cara meìneìtapkan harga 

a. Bāi al-musawamah (tawar meìnawar di dalam jual beìli), jual beìli deìngan 

cara seìpeìrti ini yaitu dimana peìnjual tidak meìmbeìritahukan dan tidak 

meìnyeìbut noìminal harga asli poìkoìk barang, akan teìtapi peìnjual 

meìneìntukan noìminal harga jual seìndiri dan meìmbeìrikan keìseìmpatan 

keìpada peìmbeìli untuk meìnawar barang teìrseìbut sampai adanya 

keìseìpakatan. 

b. Bāi al-‘amānah, adalah cara jual beìli dimana peìnjual meìmbeìritahukan 

harga asli barang yang dijualnya lalu meìnyeìbutkan keìuntungan atau 

harga jual yang akan dijualnya. 
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G. Prinsip-Prinsip Jual Beli 

Teìrkait prinsip-prinsip jual beìli dalam Islam, hingga saat ini beìlum ada 

liteìratur yang meìmbahasnya seìcara khusus dan rinci. Peìmbahasan meìngeìnai 

prinsip-prinsip jual beìli masih beìrsifat parsial dan teìrbatas pada prinsip-prinsip 

eìkoìnoìmi Islam seìcara umum. Beìbeìrapa prinsip utama dalam jual beìli Islam 

meìliputi prinsip tauhid, prinsip keìreìlaan, prinsip keìmaslahatan, prinsip 

keìadilan, prinsip keìjujuran, prinsip keìbeìbasan, prinsip akhlak, dan prinsip 

sahih. Uraian dari masing-masing prinsip teìrseìbut adalah seìbagai beìrikut:
43

 

1. Prinsip Keìtuhanan (Tauhid)  

Prinsip ini meìnuntut keìsadaran bahwa seìgala seìsuatu adalah milik 

Allah dan bahwa seìmua aktivitas diawasi oìleìh-Nya. Oìleìh kareìna itu, 

transaksi jual beìli tidak hanya dilakukan untuk meìncari keìuntungan 

duniawi, teìtapi juga seìbagai beìkal untuk keìhidupan akhirat. Impleìmeìntasi 

prinsip keìtuhanan teìrceìrmin dalam sikap seìoìrang peìngusaha Muslim yang 

meìnghindari eìksploìitasi dan transaksi yang meìngandung unsur riba. 

2. Prinsip Keìreìlaan atau Ridha 

At-taradhi adalah keìreìlaan yang seìsungguhnya, bukan hanya keìreìlaan 

yang beìrsifat seìmu atau seìmeìntara. Keìreìlaan ini beìrsifat subjeìktif dan hanya 

dapat dikeìtahui meìlalui eìkspreìsi nyata dari pihak-pihak yang beìrtransaksi, 

baik meìlalui kata-kata, tulisan, tindakan, atau isyarat. Oìleìh kareìna itu, 

keìreìlaan harus dinyatakan seìcara jeìlas meìlalui peìrnyataan ijab dan qabul. 

Seìlain itu, peìrseìtujuan dalam proìseìs ijab dan qabul hanya dapat dilakukan 

                                                           
43

 Misbahul Ulum, Prinsip-prinsip Jual Beìli Oìnlineì dalam Islam dan Peìneìrapannya pada 

eìCoìmmeìrceì Islam di Indoìneìsia, Jurnal Dinamika Eìkoìnoìmi dan Bisnis, 17 (01) Mareìt 2020, 49-64. 
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oìleìh individu yang teìlah meìmeìnuhi keìcakapan hukum, yaitu baligh dan 

beìrakal. Keìreìlaan juga harus beìbas dari intimidasi dan peìnipuan.
44

 

Keìridhaan dalam transaksi bisnis (muamalah) meìrupakan salah satu 

prinsip poìkoìk yang sangat peìnting. Transaksi bisnis dianggap sah apabila 

didasarkan pada keìridhaan keìdua beìlah pihak. Deìngan kata lain, suatu akad 

tidak sah jika salah satu pihak dalam keìadaan teìrpaksa, dipaksa, atau meìrasa 

teìrtipu. Meìskipun keìdua beìlah pihak mungkin saling meìridhai saat akad 

beìrlangsung, jika keìmudian salah satu pihak meìrasa teìrtipu dan keìhilangan 

keìridhaannya, akad teìrseìbut bisa dianggap batal. Beìrdasarkan prinsip ini, 

teìrdapat kaidah fiqh yang meìnyatakan: "Hukum asal dalam transaksi adalah 

keìridhaan keìdua beìlah pihak yang beìrakad, dan hasilnya adalah sahnya akad 

yang dilakukan.”  

Uraian di atas meìneìgaskan bahwa dalam hukum Islam, keìbeìbasan 

beìrkeìheìndak para pihak yang meìlakukan transaksi sangat dipeìrhatikan. 

Tidak dipeìrboìleìhkan ada pihak yang meìmaksakan keìheìndak keìpada pihak 

lainnya. Peìlanggaran teìrhadap keìbeìbasan beìrkeìheìndak ini dapat 

meìnyeìbabkan suatu beìntuk atau jeìnis muamalah meìnjadi tidak sah. Kareìna 

keìbeìbasan beìrkeìheìndak adalah urusan batin seìseìoìrang, maka hal ini 

diwujudkan seìcara koìnkrit dalam proìseìs ijab dan qabul.
45

 

3. Prinsip Keìmanfaatan atau Keìmaslahatan 

Keìgiatan jual beìli harus meìmbeìrikan keìmanfaatan bagi seìmua pihak 

yang teìrlibat dalam transaksi. Keìmanfaatan teìrseìbut bisa beìrasal dari oìbjeìk 

                                                           
44 Nur Khoìlis, Moìdul Transaksi dalam Eìkoìnoìmi Islam (Yoìgyakarta: MSI UII, 2006), hlm. 

19.  
45 Prilla Kurnia Ningsih, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Peìrs, 2021), hlm. 15.   
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atau barang yang dipeìrjualbeìlikan, maupun dari hasil keìgiatan jual beìli itu 

seìndiri. Deìngan kata lain, oìbjeìk atau barang yang ditransaksikan harus 

meìmbeìrikan manfaat bagi keìmanusiaan dan tidak meìnimbulkan dampak 

keìrusakan. 

4. Prinsip Keìadilan  

Peìneìgasan teìntang keìadilan dan peìnghapusan seìgala beìntuk 

keìtidakadilan meìrupakan misi utama para Rasul yang diseìbutkan dalam Al-

Qur'an. Al-Qur'an meìngandung tidak kurang dari seìratus ungkapan yang 

teìrkait deìngan makna keìadilan, baik seìcara langsung seìpeìrti kata ‘adl, qisth, 

dan mizan, maupun eìkspreìsi tidak langsung. Seìlain itu, teìrdapat leìbih dari 

dua ratus peìringatan dalam Al-Qur'an yang meìneìntang beìrbagai beìntuk 

keìtidakadilan, seìpeìrti zulm, itsm, dan dhalal. Al-Qur'an meìneìmpatkan 

keìadilan deìkat deìngan takwa, meìnandakan beìtapa peìntingnya keìadilan 

dalam struktur keìimanan. Seìcara alami, takwa dianggap seìbagai faktoìr 

utama kareìna meìnjadi dasar bagi seìmua amal shaleìh, teìrmasuk keìadilan. 

Dalam keìrangka ini, Ibnu Taimiyyah meìneìgaskan bahwa Allah meìnyukai 

neìgara yang adil, meìskipun neìgara teìrseìbut tidak beìriman, seìmeìntara Allah 

tidak meìnyukai neìgara yang tidak adil, meìskipun neìgara teìrseìbut beìriman. 

Leìbih lanjut, ia meìneìgaskan bahwa dunia dapat beìrtahan deìngan keìadilan 

meìskipun tanpa iman, teìtapi tidak akan beìrtahan deìngan keìtidakadilan 

meìskipun di dalamnya teìrdapat Islam.
46

 

                                                           
46 M. Umeìr Chapra, Islam dan Tantangan Eìkoìnoìmi (Jakarta: Geìma Insani Preìss, 2006), 

hlm. 211-212.  
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Meìnurut pandangan ahli ushul fikih, istilah al-‘adl dalam ayat teìrseìbut 

meìrupakan peìrintah langsung yang harus dilaksanakan. Dalam Tafsir al-

Misbah, dijeìlaskan bahwa kata al-‘adl meìngandung dua makna yang 

beìrlawanan, yaitu lurus dan sama, seìrta beìngkoìk dan beìrbeìda. Seìoìrang yang 

adil adalah oìrang yang beìrjalan lurus dalam sikapnya, seìlalu meìnggunakan 

ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Peìrsamaan inilah yang meìmbuat 

seìseìoìrang yang adil tidak beìrpihak pada salah satu pihak yang beìrseìlisih. 

Seìlain itu, al-‘adl juga beìrarti meìneìmpatkan seìsuatu pada teìmpat yang 

seìmeìstinya. Hal ini meìngantarkan keìpada koìndisi “peìrsamaan”, walaupun 

dalam ukuran kuantitas beìlum teìntu sama. Di samping itu, al-‘adl juga 

diartikan moìdeìrasi, artinya tidak meìngurangi dan juga tidak meìleìbihkan. 

Seìbagai lawannya adalah keìzaliman, peìnganiayaan, dan keìburukan, 

kareìnanya seìteìlah kata al-‘adl diikuti deìngan kata ihsan (keìbajikan).
47

 

Prinsip keìadilan ini meìlahirkan beìbeìrapa koìnseìkueìnsi, yaitu: 

a. Tidak ada mafsadah (keìrusakan); dalam makna eìkoìnoìmi noì eìxteìrnalitieìs 

teìrhadap lingkungan. 

b. Tidak teìrdapat di dalamnya gharar; dalam istilah eìkoìnoìmi diseìbut 

unceìrtainty with zeìroì sum gameì.  

c. Tidak ada maisir; dalam istilah eìkoìnoìmi diseìbut unceìrtainty with zeìroì 

sum gameì in utility eìxchangeì. Maisir dirtikan seìbagai beìntuk gharar yang 

timbul akibat peìrtukaran manfaat (utility).  

                                                           
47 M Arifin Hamid, Hukum Eìkoìnoìmi Islam (Eìkoìnoìmi Syariah) di Indoìneìsia (Boìgoìr: Ghalia 

Indoìneìsia, 2007), hlm. 119-120.  
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d. Tidak ada riba; dalam istilah eìkoìnoìmi diseìbut eìxchangeì oìf liability.
48

 

Oìleìh kareìna itu, prinsip keìadilan harus diteìrapkan seìcara koìnsisteìn 

dalam seìmua akad dan keìgiatan eìkoìnoìmi seìrta bisnis, seìpeìrti proìduksi, 

distribusi, koìnsumsi, dan inveìstasi. Peìneìrapan prinsip keìadilan dapat dilihat 

dari ajaran Islam yang meìlarang umatnya meìlakukan keìzaliman teìrhadap 

oìrang lain atau meìnggunakan aturan yang tidak adil dalam meìncari harta. 

Salah satu ciri dari keìadilan adalah tidak meìmaksakan seìseìoìrang untuk 

meìmbeìli barang deìngan harga teìrteìntu, meìlarang moìnoìpoìli dan peìrmainan 

harga, seìrta meìnceìgah doìminasi oìrang-oìrang yang beìrmoìdal kuat teìrhadap 

individu yang leìmah. 

5. Prinsip Keìjujuran  

Peìneìrapan prinsip keìjujuran dalam transaksi jual beìli dilakukan 

deìngan meìmbeìrikan infoìrmasi yang oìbjeìktif, akurat, dan meìnyeìluruh. 

Prinsip keìjujuran ini meìngharuskan peìnghindaran dari seìgala beìntuk 

peìnipuan, baik yang beìrupa peìrkataan maupun peìrbuatan.  

6. Prinsip Keìbeìbasan  

Prinsip keìbeìbasan dalam jual beìli meìngacu pada peìneìntuan tindakan 

atau keìputusan seìlama tidak beìrteìntangan deìngan syariat Islam. Dalam 

koìnteìks ini, peìlaksanaan prinsip keìbeìbasan di dalam transaksi jual beìli 

meìlibatkan hak dan keìseìmpatan untuk meìmilih, yang dikeìnal seìbagai 

khiyar. Khiyar meìmbeìrikan hak keìpada pihak-pihak yang beìrakad untuk 

meìmutuskan apakah akan meìlanjutkan atau meìmbatalkan akad teìrseìbut. 

                                                           
48  Atang Abd. Hakim, Fiqih Peìrbankan Syariah (Bandung: PT. Reìfika Aditama, 2011), 

hlm. 150. 
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Tujuan dari khiyar adalah untuk meìmastikan bahwa akad yang dilakukan 

beìnar-beìnar didasarkan pada keìreìlaan peìnuh dari seìmua pihak yang teìrlibat.  

7. Prinsip Akhlak  

Prinsip ini meìnceìrminkan peìneìrapan sifat-sifat utama nabi dan rasul 

dalam keìgiatan eìkoìnoìmi, yaitu sidiq (keìbeìnaran), amanah (keìpeìrcayaan), 

tabligh (peìnyampaian keìbeìnaran), dan fathanah (keìceìrdasan/ilmu). Akhlak 

meìrupakan aspeìk vital dalam keìhidupan Islami, teìrmasuk dalam ranah 

eìkoìnoìmi. Seìoìrang Muslim tidak dipeìrkeìnankan untuk meìlakukan seìgala 

seìsuatu yang diinginkannya atau yang meìnguntungkan dirinya seìndiri dalam 

keìgiatan usaha dan peìngeìmbangan harta tanpa meìmpeìrtimbangkan prinsip 

akhlak. Seìcara umum, prinsip akhlak atau eìtika dalam transaksi meìncakup 

peìrilaku-peìrilaku baik yang tidak meìrugikan pihak lain, seìpeìrti beìrsikap 

jujur, meìnghindari sumpah palsu, tidak teìrlibat dalam peìrjudian, seìrta dapat 

dipeìrcaya. 

8. Prinsip Sahih  

Suatu keìgiatan jual beìli dianggap sahih jika syarat dan rukunnya 

teìrpeìnuhi deìngan baik dan beìnar. Oìleìh kareìna itu, peìneìrapan prinsip sahih 

dalam transaksi jual beìli dapat diukur dari seìjauh mana syarat-syarat dan 

rukun jual beìli teìlah dipeìnuhi deìngan beìnar. 
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H. Surat Berharga dan Surat yang Mempunyai Harga atau Nilai 

1. Surat Beìrharga 

Surat beìrharga diseìbut seìbagai surat-surat yang meìmpunyai nilai uang 

dalam dunia bisnis. Surat beìrharga meìnurut para ahli, seìbagai beìrikut:
49

  

a. Meìnurut Proìf. Dr. R. Wirjoìnoì Proìdjoìdikoìroì, SH. Beìliau meìngatakan 

bahawa istilah surat beìrharga itu teìrpakai untu surat-surat yang beìrsifat 

seìpeìrti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk alat pmbayaran. Ini 

artinya pula bahwa surat beìrharga dapat dipeìrdagangkan dan dapat 

diuangkan seìwaktu-waktu deìngan uang tunai. 

b. Proìf. Eìmmy Pangaribuan Simanjuntak, SH. Dalam buku Hukum 

Dagang surat-surat beìrharga meìnyeìbutkan bahwa surat-surat diseìbut 

surat beìrharga apabila dalam surat teìrseìbut teìrcantum nilai yang sama 

deìngan nilai peìriatan dasarnya. Tujuan dari surat beìrharga adalah 

untuk dapat dipeìrdagangkan atau dialihkan. 

c. Rasjim Wiraatmadja, SH. Meìndeìfinisikan surat beìrharga adalah surat 

yang beìrsifat dan meìmpunyai nilai seìpeìrti uang tunai dan dapat 

dipeìrtukarkan deìngan uang tunai. 

Dari beìbeìrapa deìfinisi diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa surat 

beìrharga meìrupakan surat yang dipeìrgunakan seìbagai alat untuk 

dipeìrdagangkan atau untuk meìnjalankan suatu transaksi. 

Dalam praktiknya, masyarakat sudah meìngeìnal jeìnis-jeìnis beìrharga 

seìpeìrti weìseìl, ceìk, oìbligasi, seìrtifikat, dan surat lainnya yang dapat 

                                                           
49

 Djoìkoì Imbawani Atmadjaja, Hukum Dagang Indoìneìsia (Seìjarah, Peìngeìrtian, Dan 

Prinsip-Prinsip Hukum Dagang) (Malang: Seìtara Preìss, 2012), hlm. 249. 
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digunakan seìbagai alat peìmbayaran, seìhingga dalam surat beìrharga 

meìmiliki fungsi, yaitu: 

a. Seìbagai alat untuk dapat dipeìrdagangkan. 

b. Seìbagai alat bukti teìrhadap hutang yang teìlah ada. 

2. Surat yang Meìmpunyai Harga atau Nilai 

Latar beìlakang peìneìrbitan surat-surat yang meìmpunyai harga atau 

nilai bukan untuk meìlakukan peìmbayaran seìjumlah uagng, akan teìtapi 

seìbagai  bukti bagi peìmeìgangnya seìbagai oìrang yang beìrhak atas apa yang 

teìrcantum dalam surat teìrseìbut. Jadi, tujuan peìneìrbitannya bukan untuk 

peìmbayaran, surat ini juga tidak dapat dipeìrjualbeìlikan kareìna tujuan 

peìneìrbitannya seìlain bukan untuk peìmbayaran seìjumlah uang juga bukan 

seìbagai surat leìgitimasi. Oìleìh kareìna itu, hilangnya surat yang meìmpunyai 

harga atau nilai tidak meìmbuat hilangnya hak tagih bagi peìmeìgangnya 

kareìna masih dapat dibuktikan deìngan cara lain.
50

 Coìntoìh dari surat yang 

meìmpunya harga atau nilai antara lain surat tanda noìmoìr keìndaraan, surat 

tanda peìnitipan barang, karcis peìmbeìlian karcis, dan lainnya yang 

diteìrbitkan untuk peìngakuan peìmbayaran bukan seìbagai alat bayar seìpeìrti 

surat beìrharga. 

                                                           
50

 Kingkin wahyuningsih, Dimeìnsi Hukum Surat Beìrharga (Bandar Lampung: Univeìrsitas 

Lampung, 2010), hlm. 4. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam peìneìlitian ini, jeìnis peìneìlitian yang digunakan adalah peìneìlitian 

lapangan (fieìld reìseìarch), yaitu peìneìlitian yang dalam peìngumpulan data 

dilakukan seìcara langsung di loìkasi peìneìlitian, yang dilakukan seìcara inteìnsif, 

teìrinci dan meìndalam teìrhadap suatu oìrganisasi, leìmbaga dan geìjala teìrteìntu.
51

 

Peìndeìkatan data yang diteìrapkan dalam peìneìlitian ini adalah meìtoìdeì kualitatif, 

yang beìrtujuan untuk meìmahami peìngalaman subjeìk peìneìlitian, seìpeìrti 

peìrseìpsi, peìrilaku, dan tindakan, meìlalui deìskripsi yang disampaikan dalam 

beìntuk kata-kata dan bahasa. Dalam koìnteìks ini, keìhadiran peìneìliti di lapangan 

sangat peìnting untuk meìngamati feìnoìmeìna seìcara langsung. 

Kareìna peìrmasalahan yang peìneìliti ingin keìtahui yaitu meìngeìnai 

transaksi jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng di Kabupateìn 

Banyumas. Maka peìneìlitian ini foìkus pada studi kasus yang mana dilakukan 

deìngan cara tanya jawab keìpada reìspoìndeìn dan seìsuai deìngan fakta di 

lapangan. Beìbeìrapa reìspoìndeìn yang dipeìriksa meìngeìtahui teìntang peìneìlitian 

yang peìniliti lakukan. Seìlain itu, untuk meìndapat jawaban dan pandangan atas 

peìrmasalahan yang diteìliti, maka peìneìlitian ini diseìrtai deìngan data yang 

didapatkan deìngan hasil kajian liteìratur yang meìndukung dan beìrkaitan deìngan 

poìkoìk bahasan.  

 

                                                           
51 Leìxy J. Moìleìoìng, Meìtoìdoìloìgi Peìneìlitian Kualitatif (Bandung: Reìmaja Roìsdakarya, 

2001), hlm. 88. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Peìndeìkatan peìneìlitian yang dijadikan dasar oìleìh peìneìliti dalam 

peìneìlitian ini meìnggunakan peìndeìkatan yuridis yang seìlanjutnya meìnggunakan 

peìndeìkatan empiris yang digunakan untuk meìngumpulkan beìrbagai teìoìri dan 

liteìratur yag eìrat hubungannya deìngan masalah yang diteìliti. 

Fungsi dari meìtoìdeì peìneìlitian yuridis-eìmpiris yaitu untuk meìmantau 

atau meìneìlaah hukum seìcara langsung seìbagai poìla peìrilaku agar dapat meìlihat 

peìrkeìmbangan hukum yang beìrjalan di masyarakat. Peìneìlitian yuridis-eìmpiris 

seìringkali digunakan untuk meìngkoìnseìpkan apa yang sudah teìrtulis pada 

aturan undang-undang (law in boìoìk) dan juga hukum di koìnseìpkan untuk 

digunakan dalam kaidah atau noìrma agar manusia dapat beìrpeìrilaku yang 

pantas. 

Pada peìneìlitian ini, peìnulis meìnitik beìratkan pada wawancara dan 

analisa beìrsifat noìrmatif dan peìnulis meìmaparkan peìlaksaan teìrjadinya jual 

beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng yang teìrjadi di Kabupateìn 

Banyumas yang keìmudian digambarkan dan dijeìlaskan lalu di analisis deìngan 

teìoìri-teìoìri yang ada dan peìneìlitian ini beìrfoìkus pada studi kasus yang teìrjadi di 

lapangan beìrdasarkan fakta-faktanya. 

C. Lokasi  penelitian 

Peìneìlitian ini dilaksanakan di Kabupateìn Banyumas. Alasan peìneìliti 

meìmilih loìkasi di Kabupateìn Banyumas kareìna keìjadian teìrseìbut beìbeìrapa kali 

teìrjadi di Kabupateìn Banyumas dan peìneìliti ingin meìngeìtahui lalu 
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meìnganalisis seìbeìrapa jauh peìlaksanaan jual beìli surat-surat keìndaraan moìtoìr 

boìdoìng teìrseìbut jika dilihat dari peìrspeìktif fikih muamalah. 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjeìk Peìneìlitian 

Meìnurut Amirin yang dimaksud deìngan subjeìk peìneìlitian adalah 

seìseìoìrang atau seìsuatu yang dapat meìmbeìrikan keìteìrangan atau oìrang yang 

beìrada pada latar peìneìlitian untuk dijadikan seìbagai sumbeìr infoìrmasi 

teìntang gambaran situsi dan koìndisi latar peìneìlitian.
52

 Subjeìk dalam 

peìneìlitian ini adalah peìlaku jual beìli surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng yang 

teìrjadi di Kabupateìn Banyumas. Subjeìk peìneìlitian adalah oìrang-oìrang yang 

meìlakukan jual beìli surat keìndaraan beìrmoìtoìr . Dalam peìneìlitian ini yang 

meìnjadi subjeìk peìneìlitian adalah 3 oìrang peìnjual dan 2 oìrang peìmbeìli surat-

surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng deìngan meìlakukan wawancara meìngeìnai 

meìkanismeì jual beìli teìrseìbut. 

Peìneìliti meìngambil infoìrman yang teìrlibat seìcara langsung teìrkait 

jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr tanpa meìnyeìrahkan keìndaraan yang 

ada di Kabupateìn Banyumas. Peìmilihan dan peìngambilan infoìrman 

beìrdasarkan pada situasi dan koìndisi dari infoìrman yang mana leìbih 

meìmahami meìngeìnai transaksi jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr 

boìdoìng yang teìrjadi di Kabupateìn Banyumas. Tujuan peìmilihan infoìrman 

                                                           
52 Muh. Fitrah, Meìtoìdoìloìgi Peìneìlitian: Peìneìlitian Kualitatif, Tindakan Keìlas dan Studi 

Kasus (Sukabumi: CV. Jeìjak, 2017), hlm. 152. 
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teìrseìbut adalah supaya peìneìliti dalam meìnganalisis dapat meìnghasilkan 

beìntuk analisis yang kuat dan dapat dipeìrtanggungjawabkan keìbeìnarannya.  

2. Oìbjeìk Peìneìlitian 

Seìdangkan oìbjeìk peìneìlitian ini adalah masalah yang akan diteìliti 

meìngeìnai analisis fikih muamalah dalam jual beìli surat keìndaraan beìrmoìtoìr 

boìdoìng yang beìrada di Kabupateìn Banyumas. 

E. Sumber Data 

1. Sumbeìr Data Primeìr 

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari subjek 

penelitian yaitu berupa kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-geìrik 

maupun perilaku yang dapat dipercaya.
53

 Sumbeìr data primeìr dipeìroìleìh dari 

sumbeìr peìrtama. Sumbeìr data primeìr peìneìlitian ini adalah wawancara 

keìpada peìnjual dan peìmbeìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng yang 

teìrjadi di Kabupateìn Banyumas.  

2. Sumbeìr Data Seìkundeìr 

Sumber data sekundeìr adalah sumber data yang bersifat melengkapi 

data primer yaitu data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan 

sumber data primer atau utama.
54

 Data sekunder pada penelitian ini 

diperoìleìh dari lapoìran-lapoìran, buku-buku, jurnal, serta data maupun 

dokumen yang dapat mendukung data primer dan berkaitan dengan 

penelitian. 

                                                           
53 Sandu Siyoìtoì dan Ali Soìdik, Dasar Meìtoìdoìloìgi Peìneìlitian (Yoìgyakarta: Liteìrasi Meìdia, 

2015), hlm. 28. 
54 Agus Sunaryoì, dkk, Peìdoìman Peìnulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwoìkeìrtoì 

(Purwoìkeìrtoì: Fakultas Syariah IAIN Purwoìkeìrtoì, 2019), hlm. 10. 
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F. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian. Tanpa mengetahui teknik peìngumpulan data, maka peneliti tidak 

akan mendapat data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Menurut 

Webstes data berarti sesuatu yang dianggap atau diketahui berarti bahwa data 

dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang 

dikaitkan dengan tempat dan waktu.
55

 Metode pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu dengan turun langsung dalam proses 

pengumpulan data yang kemudian diinterpretasikan dalam pembacaan situasi 

atau fenomena sesuai kemampuan peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data di antaranya adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara atau bisa disebut interview adalah teknik pengumpulan 

data dengan interaksi antara dua oìrang atau lebih berupa tanya jawab secara 

lisan.
56

 Wawancara yang dimaksud adalah mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang 

mengundang jawaban teìrbuka.
57

  

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang 

oleh peìneìliti dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut.
58

 

                                                           
55 Garaika Darmanah, Meìtoìdeì Peìneìlitian (Lampung Seìlatan: CV. Hira Teìch, 2019), hlm. 

30. 
56 Husaini Usman dan Purnoìmoì Seìtiady, Meìtoìdoìloìgi Peìneìlitian Soìsial (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), hlm. 55. 
57 Eìmzir, Meìtoìdoìloìgi Peìneìlitian, hlm. 51. 
58 Sugiyoìnoì, Meìtoìdeì Peìneìlitian Kualitatif dan R&D (Bandung: alfabeìta, 2013), hlm.138.  
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a. Bahwa subjeìk (reìspoìndeìn) adalah oìrang yang paling tahu teìntang dirinya 

seìndiri.  

b. Bahwa apa yang dinyatakan oìleìh subjeìk keìpada peìneìliti adalah beìnar dan 

dapat dipeìrcaya. 

c. Bahwa inteìrpreìtasi subjrk teìntang peìrtanyaan-peìrtanyaan yang diajukan 

peìneìliti keìpadanya adalah sama deìngan apa yang dimaksudkan oìleìh 

peìneìliti. 

Wawancara yang dilakukan oìleìh peìneìliti adalah seìcara lisan, baik 

faceì toì faceì ataupun meìlalui teìleìpoìn. Hubungan antara peìneìliti dan 

narasumbeìr beìrsifat seìmeìntara dalam jangka waktu teìrteìntu yang keìmudian 

beìrakhir. Peìneìliti harus meìndapatkan infoìrmasi yang dipeìrlukan, teìrutama 

keìtika narasumbeìr tidak koìoìpeìratif atau tampak eìnggan meìmbeìrikan 

infoìrmasi yang dibutuhkan. Keìteìrampilan dalam beìrkoìmunikasi aktif sangat 

dipeìrlukan oìleìh peìneìliti untuk meìndapatkan infoìrmasi seìcara oìbjeìktif tanpa 

harus meìmbuat infroìmasi dari nara sumbeìr, tanpa harus beìrdeìbat, 

meìngkritik, seìtuju atau tidak seìtuju.
59

 

Wawancara dalam peìneìlitian ini yaitu wawancara tidak teìrstruktur. 

Dalam peìneìlitian ini, peìneìliti meìlakukan wawancara keìpada 5 (Lima) oìrang 

yang di teìmukan di Kabupateìn Banyumas seìbagai peìlaku jual beìli surat 

keìndaraan beìrmoìtoìr yang tidak meìnyeìrahkan keìndaraan diantaranya 2 (dua) 

oìrang seìbagai peìmbeìli dan 3 (tiga) oìrang seìbagai peìnjual. 

 

                                                           
59 Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Meìtoìdoìloìgi Peìneìlitian Soìsial (Surabaya: Meìdia Sahabat 

Ceìdeìkia, 2019), hlm. 178-179. 
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2. Doìkumeìntasi 

Doìkumeìntasi adalah teìknik peìngumpulan data deìngan meìlihat atau 

meìncatat suatu lapoìran yang sudah teìrseìdia. Doìkumeìntasi ditujukan untuk 

meìmpeìroìleìh data langsung dari teìmpat peìneìlitian.
60

 Doìkumeìn atau arsip 

yang teìrseìdia dapat digunakan seìbagai sumbeìr data seìkundeìr untuk 

meìleìngkapi infoìrmasi yang teìlah dipeìroìleìh meìlalui wawancara deìngan 

infoìrman seìrta oìbseìrvasi teìrhadap loìkasi dan aktivitas teìrkait deìngan toìpik 

peìneìlitian.
61 Sumbeìr doìkumeìntasi dalam peìneìlitian ini beìrupa foìtoì yang 

beìrkaitan deìngan peìneìlitian ini. Doìkumeìntasi dalam peìnlitian ini digunakan 

guna meìmpeìrkuat peìneìliti bahwa sudah meìlakukan peìneìlitian deìngan 

adanya bukti teìrseìbut. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Seìteìlah data teìrkumpul, baik data primeìr maupun seìkundeìr yang 

meìliputi wawancara, peìngamatan lapangan, doìkumeìntasi, dan lain-lain, data 

teìrseìbut keìmudian dianalisis dan disusun seìcara sisteìmatis. Proìseìs ini 

meìlibatkan peìngoìrganisasian data keì dalam kateìgoìri, unit, seìrta peìmbuatan 

poìla dan keìsimpulan. Tujuannya adalah agar hasil peìneìlitian dapat dipeìlajari 

deìngan mudah oìleìh peìnulis maupun peìmbaca lainnya.
62

 

Analisis data adalah proìseìs sisteìmatis untuk meìncari dan meìnyusun 

data yang dipeìroìleìh dari wawancara, catatan lapangan, dan doìkumeìntasi. 

Proìseìs ini meìlibatkan peìngoìrganisasian data keì dalam kateìgoìri, peìmbagian keì 

                                                           
60 Burhan Ashshoìfa, meìtoìdeì peìneìlitian hukum (Jakarta: PT Rineìka Cipta, 1996), hlm. 26. 
61

 Farida Nugrahani, Meìtoìdeì Peìneìlitian Kualitatif (Soìloì: Cakra Boìoìks, 2014), hlm. 63. 
62 Mardawani, Praktis Peìneìlitian Kualitatif Teìoìri Dasar dan Analisis Data dalam 

Peìrspeìktif Kualitatif (Yoìgyakarta: CV. Budi Utama, 2020), hlm. 63. 
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dalam unit-unit, sinteìsis, peìnyusunan poìla, peìmilihan data yang reìleìvan untuk 

dipeìlajari, dan peìnarikan keìsimpulan.
63

 Seìteìlah data teìrkumpul, baik yang 

beìrsifat primeìr maupun seìkundeìr seìpeìrti wawancara, peìngamatan lapangan, 

doìkumeìn pribadi, doìkumeìn reìsmi, foìtoì, dan lain-lain data teìrseìbut keìmudian 

disusun seìcara sisteìmatis. Proìseìs ini meìlibatkan peìngoìrganisasian data keì 

dalam kateìgoìri, unit-unit, peìmbuatan poìla, dan peìnarikan keìsimpulan, seìhingga 

hasil peìneìlitian dapat deìngan mudah dipahami oìleìh peìnulis maupun peìmbaca 

lainnya. Data dianalisis meìnggunakan meìtoìdeì deìskriptif dan poìla pikir 

induktif. Poìla pikir induktif pada peìneìlitian ini beìrdasarkan peìrspeìktif fikih 

muamalah seìbagai salah satu meìtoìdeì dalam meìnafsirkan atau meìnggali hukum 

Islam yang diaplikasikan dalam masyarakat untuk mengatur hubungan manusia 

dalam bertransaksi. 

Teìknik analisis data dalam peìneìlitian ini adalah analisis deìskriptif, yang 

meìrupakan proìseìdur peìneìlitian untuk meìnghasilkan data deìskriptif beìrupa 

kata-kata, baik yang teìrtulis maupun lisan, dari individu yang beìrtindak deìngan 

cara yang dapat dipahami. Seìteìlah data teìrkumpul meìlalui wawancara dan 

doìkumeìntasi, langkah seìlanjutnya adalah reìduksi data. Reìduksi data adalah 

proìseìs meìmilih, meìmusatkan peìrhatian pada peìnyeìdeìrhanaan, abstraksi, dan 

transfoìrmasi data yang beìrasal dari catatan lapangan. Adapun langkah-langkah 

dalam meìnganalisis data adalah seìbagai beìrikut:
64

 

 

 

                                                           
63 Sugiyoìnoì, Meìtoìdeì Peìneìlitian Kuantitatif, hlm. 244. 
64 Sugiyoìnoì, Meìtoìdeì Peìneìlitian Kuantitatif, hlm. 338. 
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1. Reìduksi data 

Reìduksi data beìrarti meìrangkum, meìmilih eìleìmeìn-eìleìmeìn yang 

peìnting, dan meìmfoìkuskan pada aspeìk-aspeìk utama deìngan meìncari teìma 

dan poìla. Data yang teìlah direìduksi akan meìmbeìrikan gambaran yang 

leìbih jeìlas, meìmpeìrmudah peìneìliti dalam proìseìs peìngumpulan data 

beìrikutnya, dan meìmbantu dalam meìncari infoìrmasi tambahan jika 

dipeìrlukan. Dalam proìseìs reìduksi data, peìneìliti akan didoìroìng oìleìh tujuan 

peìneìlitian yang ingin dicapai. Dalam peìneìlitian kualitatif, tujuan utamanya 

adalah meìneìmukan teìmuan. Jika peìneìlitian meìneìmukan infoìrmasi yang 

dianggap asing, tidak dikeìnal, atau beìlum meìmiliki poìla, maka proìseìs 

reìduksi data meìnjadi peìnting untuk dilakukan.  

Reìduksi data adalah proìseìs beìrpikir seìnsitif yang meìmeìrlukan 

keìceìrdasan, wawasan luas, dan keìdalaman peìmahaman. Dalam peìneìlitian 

ini, reìduksi data dilakukan deìngan cara meìringkas data, meìngkoìdeì, 

meìneìlusuri teìma, dan meìmpeìroìleìh hasil. Proìseìs ini meìlibatkan seìleìksi data 

untuk diringkas meìnjadi uraian singkat dan peìngeìloìmpoìkan data keì dalam 

poìla yang leìbih luas. 

2. Peìnyajian data 

Seìteìlah reìduksi data, langkah beìrikutnya adalah peìnyajian data atau 

meìnampilkan data. Dalam peìneìlitian kualitatif, peìnyajian data dapat 

beìrupa tabeìl, grafik, pictoìgram, dan foìrmat lainnya. Peìnyajian data ini 

meìnyusun infoìrmasi dalam poìla hubungan yang meìmudahkan 

peìmahaman. Beìntuk peìnyajian ini beìrfungsi untuk meìnggabungkan 
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infoìrmasi dalam foìrmat yang mudah dipahami, seìhingga meìmudahkan 

peìneìliti untuk meìngamati feìnoìmeìna yang seìdang teìrjadi dan seìbagai bahan 

peìrtimbangan untuk meìngeìvaluasi apakah keìsimpulan yang diambil sudah 

teìpat atau peìrlu dipeìrbaiki. 

3. Keìsimpulan atau veìrifikasi 

Langkah seìlanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah 

peìnarikan keìsimpulan dan veìrifikasi. Keìsimpulan awal yang diajukan 

beìrsifat seìmeìntara dan dapat beìrubah jika tidak ada bukti yang kuat untuk 

meìndukungnya pada tahap peìngumpulan data beìrikutnya. Jika keìsimpulan 

awal didukung oìleìh bukti-bukti yang valid dan koìnsisteìn saat peìneìliti 

keìmbali keì lapangan untuk meìngumpulkan data, maka keìsimpulan 

teìrseìbut dapat dianggap kreìdibeìl. Keìsimpulan-keìsimpulan teìrseìbut 

diveìrifikasi seìlama peìneìlitian  dilaksanakan deìngan cara:
65

 

a. Meìmikir ulang seìlama proìseìs keìpeìnulisan. 

b. Meìlakukan peìninjauan keìmbali teìrhadap catatan di lapangan. 

c. Tukar meìnukar pikiran deìngan seìjawat untuk dapat meìngeìmbangkan 

keìseìpakatan inteìrsubjeìktif. 

d. Meìndapatkan upaya yang luas untuk dapat meìneìmpatkan salinan 

teìmuan dalam peìrangkat data lain. 

Dalam peìneìlitian ini keìsimpulan dihasilkan deìngan meìnggabungkan 

seìmua hasil data peìneìlitian dan diteìrapkan deìngan teìoìri untuk 

                                                           
65

 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadharah, Voìl. 17, Noì. 33, 2018, 

hlm. 94 
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meìnghasilkan suatu kalimat yang sudah meìwakili dari isi peìneìlitian ini. 

Data yang ada dijadikan bukti untuk meìnguatkan suatu hasil peìneìlitian. 
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BAB IV 

JUAL BELI SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR BODONG DI 

KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH 

A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas 

Kabupaten Banyumas berada di Proìvinsi Jawa Tengah, sebelah barat 

daya antara bujur timur 108˚39’17” dan bujur barat 109˚27’15” dan diantara 

garis lintang selatan 7˚15’05” sampai 7˚37’10”yang berarti berada di belahan 

selatan garis khatulistiwa. Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 

km² atau setara dengan 132.759,56 ha. Dalam administratif, letak geografis 

Kabupaten Banyumas dibatasi oleh 7 (Tujuh) kabupaten di sekitarnya. Pada 

sisi sebelah utara teìrdapat Gunung Slamet dan berbatasan dengan 2 (Dua) 

Kabupaten yaitu Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang. Pada sisi 

sebelah Timur berbatasan 3 (Tiga) kabupaten, di antaranya Kabupaten 

Keìbumen, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara. Pada sisi 

sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Cilacap. Selanjutnya, sisi sebelah 

barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap.  

Secara administratif, Kabupaten Banyumas memiliki 27 kecamatan, 30 

kelurahan, dan 301 desa.  

Berikut adalah daftar kecamatan dan luas wilayah di Kabupaten 

Banyumas 

NO. KECAMATAN  LUAS (Km²) 

1. Ajibarang  66,50 

2. Banyumas 38,09 

3. Baturraden 45,53 



48 
 

  

4. Cilongok  105,34 

5. Gumelar  93,95 

6. Kalibagor 35,73 

7. Karanglewas  32,50 

8. Kebasen  54,00 

9. Kedungbanteng  60,22 

10. Kembaran  25,92 

11. Kemranjen  60,71 

12. Jatilawang  48,16 

13. Lumbir  102,66 

14. Patikraja  43,23 

15. Pekuncen  92,70 

16. Purwojati  37,86 

17. Purwokerto Barat 7,40 

18. Purwokerto Selatan 13,75 

19. Purwokerto Timur 8,42 

20. Purwokerto Utara 9,01 

21. Rawalo  49,64 

22. Sokaraja  29,92 

23. Somagede  40,11 

24. Sumbang  53,42 

25. Sumpiuh  60,01 

26. Tambak 52,03 

27. Wangon  60,78 

 

Berdasarkan data Digital Evoìlutioìn Model Nasioìnal (DEMNAS) Tahun 

2018,  Ketinggian di Kabupaten Banyumas berkisar antara -4,2 dan 3.100 

mdpl. Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, dan Tambak memiliki ketinggian di 

bawah permukaan laut, sementara Kecamatan Baturraden dan Sumbang 
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memiliki ketinggian tertinggi, yaitu 3.100 mdpl. Berdasarkan data BPS 

Kabupaten Banyumas, jumlah penduduk Banyumas pada Tahun 2023 

mencapai 1.828.537 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.314 jiwa/km2.  

Dengan jumlah penduduk tersebut, Pencari Kerja yang terdaftar di Dinas 

Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas 

pada tahun 2023 sebanyak 10.149 orang, terdiri dari 4.702 laki-laki dan 5.447 

perempuan, turun 31,86% dari tahun 2022. Sektor atau lapangan usaha terbesar 

yang membuka lowongan kerja adalah industri pengoìlahan (32,42%), jasa 

perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang 

dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan seìndiri untuk memenuhi 

kebutuhan (20,10%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan 

Moìbil dan Sepeda Motor (10,04%). 

 

B. Praktik Jual Beli Surat-Surat Kendaraan Bermotor di Kabupaten 

Banyumas 

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan kejelasan dalam praktik 

terjadinya jual beli surat-surat kendaraan bodong di Kabupaten Banyumas. Jual 

beli pada dasarnya memiliki hubungan erat dengan penghasilan yang dipeìroleh 

berdasarkan usaha yang telah dilakukan. Di Banyumas sendiri salah satu 

bentuk usaha dalam memperoleìh penghasilan melakukan jual beli surat-surat 

kendaraan bermoìtoìr dengan cara pembeli mendatangi rumah penjual seìcara 

langsung atau menghubungi melalui telepoìn ataupun whatsapp. Biasanya 

orang yang menjual surat-surat kendaraan bermotor tersebut adalah seorang 
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korban dari curanmor (pencurian sepeda motor).
66

 Oleh karena itu pembeli atau 

pengepul surat-surat kendaraan bermotor tersebut dapat langsung melacak 

rumah penjual dengan mendapatkan infoìrmasi dari masyarakat.  

Seìteìlah peìmbeìli itu meìneìmui peìnjual, maka proìseìs jual beìli teìrjadi. 

Biasanya peìmbeìli meìnanyakan teìntang keìbeìnaran bahwasanya peìnjual 

meìmpunyai surat-surat keìndaraan yang sudah tidak teìrpakai yang keìmudian 

teìrjadilah proìseìs neìgoìsiasi.67 Praktik transaksi jual beìli yang teìrjadi teìrseìbut 

meìnggunakan transaksi jual beìli pada umumnya, yaitu antara peìnjual dan 

peìmbeìli meìlakukan tawar meìnawar hingga meìneìmukan harga yang akan 

diseìpakati oìleìh keìdua beìlah pihak. Biasanya dalam proìseìs tawar meìnawar 

peìmbeìli akan meìngeìceìk tanggal beìrlakunya dan tanggal peìmbuatan surat-surat 

teìrseìbut. Salah satu pemilik atau penjual surat-surat kendaraan bodong tersebut 

menjual dengan harga Rp. 3.200.000.
68

 

Faktoìr-faktoìr yang meìmpeìngaruhi proìseìs jual beìli surat-surat 

keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng meìlibatkan beìrbagai aspeìk yang dapat 

meìmeìngaruhi keìlancaran dan keìbeìrhasilan transaksi. Salah satu faktoìr peìnting 

adalah koìndisi surat-surat keìndaraan boìdoìng, seìpeìrti keìhilangan, keìrusakan, 

atau peìmalsuan. Koìndisi ini dapat meìnjadi hambatan dalam proìseìs jual beìli 

kareìna surat-surat keìndaraan yang tidak leìngkap atau tidak valid meìnimbulkan 

keìtidakpastian hukum bagi peìmbeìli. Peìngeìtahuan dan keìsadaran peìmbeìli 

teìntang peìntingnya meìmeìriksa dan meìmastikan keìaslian surat-surat keìndaraan 

juga meìmpeìngaruhi proìseìs jual beìli.  

                                                           
66 Bapak HSì, Peìmbeìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr, wawancara, tanggal  21 April 2022. 
67 Bapak HSì, Peìmbeìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr, wawancara, tanggal 21 April 2022. 
68 Bapak PR, Penjual surat-suat kendaraan bermotor, wawancara, tanggal 11 Februari 2022. 
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Kurangnya peìngeìtahuan dan keìsadaran ini meìningkatkan reìsikoì 

peìmbeìli teìrjeìbak dalam transaksi yang meìlibatkan surat-surat keìndaraan 

beìrmasalah. Faktoìr eìkoìnoìmi, keìbutuhan rumah tangga yang seìmakin banyak 

dan dibeìnturkan oìleìh harga bahan poìkoìk yang seìmakin tinggi meìmbuat 

seìbagian masyarakat meìmbuat troìboìsan-troìboìsan baru untuk meìmeìnuhi 

keìbutuhan.
69

 Salah satu troìboìsan yang diteìmukan adalah deìngan meìnjual surat-

surat keìndaraan beìrmoìtoìr yang sudah tidak teìrpakai (keìndaraan moìtoìr yang 

teìlah dicuri, moìtoìr yang rusak, dan moìtoìr yang sudah tidak layak dijual). 

Seìpeìrti yang dikeìtahui bahwa reìgulasi dan keìbijakan peìmeìrintah teìrkait jual 

beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr juga dapat meìmeìngaruhi proìseìs transaksi. 

Peìraturan yang tidak jeìlas atau proìseìdur yang rumit dapat meìmbantu proìseìs 

teìrjadinya transaksi yang meìlibatkan surat-surat keìndaraan beìrmasalah dan 

dapat meìningkatkan reìsikoì peìnipuan maupun tindakan saling meìrugikan satu 

sama lain. 

Peran surat-surat kendaraan bermoìtoìr dalam transaksi jual beli motor 

sangat penting. Sebagaimana Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 

Buku Peìmilik Keìndaraan Beìrmoìtoìr (BPKB) meìrupakan doìkumeìn resmi yang 

menjadi bukti yang sah terhadap kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam 

setiap transaksi jual beli kendaraan, surat tersebut menjadi dokumen yang 

diakui oleh pihak berwenang, seperti Kepolisian atau Badan Pengeìlolaan 

Keuangan Daerah. Melalui STNK, pembeli dapat memverifikasi legalitas 

kendaraan, termasuk keabsahan noìmoìr registrasi, tahun pembuatan, dan 

                                                           
69 Bapak T, penjual surat-surat kendaraan bermotor, wawancara, tanggal 18 Juni 2022. 
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informasi teknis lainnya. Sedangkan BPKB, sebagai dokumen kepemilikan 

kendaraan, memberikan kepastian hukum terhadap pemilik sah yang tercatat di 

dalamnya.70 

Keìbeìradaan surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr juga meìmbeìrikan 

peìrlindungan keìpada peìmbeìli dalam transaksi jual beìli keìndaraan. Doìkumeìn-

doìkumeìn teìrseìbut meìnjadi beìntuk bukti yang dapat meìlindungi peìmbeìli dari 

peìrmasalahan hukum maupun tindakan peìnipuan beìrhubugan deìngan 

keìpeìmilikan keìndaraan beìrmoìtoìr yang sudah dibeìli. Deìngan meìmiliki dan 

meìmveìrifikasi keìabsahan STNK dan BPKB, peìmbeìli dapat meìmastikan bahwa 

keìndaraan yang akan dibeìlinya meìmiliki status hukum yang jeìlas, tidak dalam 

seìngkeìta, atau tidak teìrlibat dalam tindakan kriminal. Hal ini meìmbeìrikan rasa 

aman dan keìpeìrcayaan keìpada peìmbeìli dalam meìnjalankan transaksi jual beìli 

keìndaraan. 

Surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr juga meìmiliki peìran peìnting dalam 

proìseìs administrasi dan reìgulasi. Pihak beìrweìnang, seìpeìrti keìpoìlisian atau 

instansi teìrkait, meìnggunakan data dan infoìrmasi yang teìrdapat dalam surat-

surat keìndaraan teìrseìbut untuk meìlaksanakan tugas dan tanggung jawab 

meìreìka. Seìpeìrti halnya dalam proìseìs peìnindakan peìlanggaran lalu lintas atau 

dalam peìlaksanaan proìgram keìbijakan teìrkait keìndaraan beìrmoìtoìr. Seìlain itu, 

surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr juga meìnjadi dasar dalam peìngeìnaan pajak, 

biaya administrasi, dan reìgulasi lainnya yang beìrkaitan deìngan keìpeìmilikan 

dan peìnggunaan keìndaraan beìrmoìtoìr. Deìngan deìmikian, keìbeìradaan surat-

                                                           
70 Direìktoìrat Jeìndeìral Peìrhubungan Darat. (2021). Buku Peìmilik Keìndaraan Beìrmoìtoìr 

(BPKB). Diakseìs pada 7 Juli 2023, dari https://hubdat.deìphub.goì.id/bpkb 

https://hubdat.dephub.go.id/bpkb
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surat keìndaraan beìrmoìtoìr meìnjadi faktoìr krusial yang harus dipeìrtimbangkan 

dalam seìtiap transaksi jual beìli keìndaraan untuk meìnjaga keìabsahan dan 

keìamanan transaksi teìrseìbut.  

Peìraturan dan proìseìdur yang meìngatur jual beìli surat-surat keìndaraan 

beìrmoìtoìr adalah hal peìnting dalam meìnjalankan transaksi teìrseìbut. Adanya 

keìteìntuan yang jeìlas dan proìseìdur yang teìrstandarisasi meìmbeìrikan keìpastian 

hukum bagi para peìlaku transaksi, seìrta meìlindungi keìpeìntingan peìmbeìli dan 

peìnjual. Beìbeìrapa peìraturan dan proìseìdur yang meìngatur jual beìli surat-surat 

keìndaraan beìrmoìtoìr antara lain: 

a. Undang-Undang Noìmoìr 22 Tahun 2009 teìntang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan: Undang-undang ini meìrupakan landasan hukum utama yang 

meìngatur beìrbagai aspeìk teìrkait lalu lintas dan angkutan jalan, teìrmasuk jual 

beìli keìndaraan beìrmoìtoìr. Di dalamnya teìrdapat keìteìntuan meìngeìnai 

peìrsyaratan surat-surat keìndaraan, keìwajiban peìmindahan nama peìmilik 

keìndaraan, dan sanksi bagi peìlanggaran teìrkait transaksi jual beìli keìndaraan. 

b. Peìraturan Meìnteìri Peìrhubungan Noìmoìr 18 Tahun 2016 teìntang Peìndaftaran 

Keìndaraan Beìrmoìtoìr: Peìraturan ini meìngatur proìseìdur peìndaftaran 

keìndaraan beìrmoìtoìr dan peìrsyaratan yang harus dipeìnuhi dalam transaksi 

jual beìli keìndaraan, teìrmasuk peìrsyaratan surat-surat yang harus diseìrtakan, 

seìpeìrti STNK, BPKB, Surat Tanda Bukti Pajak (STBP), dan Surat 

Keìteìrangan Hasil Peìmeìriksaan Keìndaraan Beìrmoìtoìr (SKPKB). 

c. Peìraturan Keìpoìlisian Neìgara Reìpublik Indoìneìsia Noìmoìr 8 Tahun 2012 

teìntang Reìgistrasi dan Ideìntifikasi Keìndaraan Beìrmoìtoìr: Peìraturan ini 
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meìngatur proìseìdur reìgistrasi dan ideìntifikasi keìndaraan beìrmoìtoìr, teìrmasuk 

tata cara peìndaftaran keìndaraan baru, peìnggantian noìmoìr poìlisi, dan 

peìmindahan nama peìmilik keìndaraan. 

d. Peìraturan Daeìrah Kabupateìn/Koìta teìrkait jual beìli keìndaraan beìrmoìtoìr: 

Seìtiap daeìrah dapat meìmiliki peìraturan daeìrah yang meìngatur aspeìk-aspeìk 

teìrteìntu teìrkait jual beìli keìndaraan beìrmoìtoìr. Peìraturan ini meìngatur teìntang 

tata cara peìndaftaran, peìrsyaratan surat-surat keìndaraan, dan administrasi 

lainnya yang beìrkaitan deìngan transaksi jual beìli keìndaraan di wilayah 

teìrseìbut. 

Beìrdasarkan hal teìrseìbut, yang meìmbuat peìneìliti teìrtarik untuk 

meìlakukan peìneìlitian ini adalah sisteìm, seìbab, dan akibat yang teìrjadi dalam 

traksaksi jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng. Hal teìrseìbut 

dikareìnakan, biasanya jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr itu seìlalu 

diseìrtai keìndaraanya kareìna surat keìndaraan beìrmoìtoìr dan keìndaraannya itu 

meìrupakan keìsatuan yang tidak bisa dipisahkan. 

Dalam hasil wawancara yang peìneìliti lakukan, peìneìliti meìneìmukan 

beìbeìrapa faktoìr yang meìnjadi latar beìlakang teìrjadinya jual beìli surat-surat 

keìndaraan beìrmoìtoìr tanpa meìnyeìrakan keìndaraan diantaranya: 

a. Peìnjual seìdang meìmbutukan uang untuk meìmeìnuhi keìbutuhan.
71

 

b. Penjual meìrasa tidak meìmbutuhkan surat-surat teìrseìbut dikareìnakan 

keìndaraan sudah tidak ada.
72

 

                                                           
71

 Ibu V dan Bapak T, Penjual surat-surat kendaraan bermotor, wawancara. 
72 Bapak PR, Penjual surat-surat kendaraan bermotor, wawancara, tanggal 11 Februari 

2022. 
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c. Peìmbeìli meìlakukan transaksi jual beìli surat-surat keìndaraan teìrseìbut 

kareìna nantinya surat-surat teìrseìbut dijadikan seìbagai jaminan pada 

pinjaman oìnlineì.
73

 

d. Peìmbeìli meìlakukan jual beìli surat-surat keìndaraan teìrseìbut guna dijual 

keìmbali keìpada oìrang lain guna untuk meìndapatkan keìuntungan leìbih.
74

 

Dari beìbeìrapa latar beìlakang teìrjadinya praktik jual beìli surat-surat 

keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng teìrseìbut meìmiliki reìsikoì yang dihadapi oìleìh 

peìnjual surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr teìrseìbut adalah peìnjual dapat ikut 

teìrseìreìt keìdalam urusan oìrang lain yang meìmpeìrgunakan surat-surat 

keìndaraannya meìnjadi barang jaminan dalam pinjaman oìnlineì yang dilakukan 

oìleìh peìmbeìli seìpeìrti yang teìrjadi pada pemilik surat-surat kendaraan bermotor 

bodong yang didatangi oìleìh seìoìrang ageìn peìminjaman yang kemudian dimintai 

pertanggungjawabannya atas pinjaman online orang lain. 

C. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Surat-Surat Kendaraan 

Bermotor Bodong di Kabupaten Banyumas 

Beìrkaitan deìngan sumbeìr peìnghasilan yang dipeìroìleìh dari jual beìli 

surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr sangat meìnguntungkan maka dalam transaksi 

jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr teìrseìbut harus dilakukan deìngan jujur 

dan adil. Adil yang dimaksud adalah tidak meìmbeìratkan salah satu pihak, akan 

teìtapi adil yang proìpoìrsioìnal seìhingga tidak meìnimbulkan keìrugian antara 2 

(dua) beìlah pihak yaitu antara peìnjual dan peìmbeìli. Agama Islam 

                                                           
73 Bapak S, pembeli surat-surat kendaraan bermotor, wawancara, tanggal  
74 Bapak HS, pembeli surat-surat kendaraan bermotor, wawancara, tanggal 21 April 2022. 
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meìmpeìrboìleìhkan jual beìli, seìbagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-

Nisa ayat 29 yang beìrbunyi: 

انَْ تَكُوْنََتَِاَرةَ َعَضنَْتَ راَضٍَ نَكُمَْباِلْبَاطِلَِاِلََّّ َمِّنْكُمْوَلََتَ قْتُ لُوْآَيآََي رهَاَالَّذِيْنََآمَنُ وْاَلََتأَْكُلُوْآَامَْوَلَكُمَْبَ ي ْ

كََننََبِكُمَْرَحِيْم ا ◌انَْ فُوْسَكُمْاِنََّاللَّهَ  

Artinya: “hai oìrang-oìrang yang beìriman, janganlah kamu saling 

meìmakan harta seìsamamu deìngan jalan yang batil, keìcuali deìngan jalan 

peìrniagaan yang beìrlaku deìngan suka sama suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu meìmbunuh dirimu. Seìsungguhnya Allah adalah Maha 

Peìnyayang keìpadamu. 

 

Seìlain itu, Islam juga meìmbeìrikan keìteìntuan-keìteìntuan (rukun dan 

syarat) yang harus dipeìnuhi agar jual beìli itu sah. Seìpeìrti yang sudah dijeìlaskan 

di bab seìbeìlumnya bahwa rukun jual beìli adalah seìbagai beìrikut: 

1. Ada oìrang yang beìrakad atau al-muta’aqidain (peìnjual dan peìmbeìli) 

2. Ada sighat (ijab kabul) 

3. Ada barang yang dibeìli 

4. Ada nilai tukar peìngganti barang75 

Jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng yang teìrjadi di 

Kabupateìn Banyumas seìsuai deìngan hasil wawancara peìneìliti, syarat oìrang 

yang meìlakukan akad sudah seìsuai deìngan hukum Islam. Para peìlaku jual beìli 

surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng di Kabupateìn Banyumas teìrseìbut 

adalah oìrang-oìrang deìwasa dan sudah beìrumah tangga. Dalam hal ini, peìneìliti 

meìyakini bahwasanya peìlaku jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng 

teìrseìbut beìrakal dan mampu meìmbeìdakan antara hal baik dan hal buruk. 

                                                           
75 Abdul Rahman Ghazaly, eìt al, Fiqh Muamalat (Jakarta: Keìncana, 2012), hlm. 71. 
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Peìlaksanaan jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng teìrseìbut 

yang meìlakukan akad adalah oìrang yang sudah deìwasa dan mampu 

meìmbeìdakan baik buruknya suatu peìrbuatan. Meìngeìnai akad yang dilakukan 

antara keìdua beìlah pihak, meìnurut peìnulis masih kurang jeìlas dampak atau 

akibatnya kareìna dalam praktiknya peìmbeìli hanya meìngiming-ngimingi akan 

meìmbeìrikan uang seìsuai keìbutuhan dan keìseìpakatan keìpada pihak yang 

meìmpunyai surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr teìrseìbut tanpa meìmbeìritahu akan 

digunakan untuk apa surat-surat teìrseìbut. Seìpeìrti yang sudah dijeìlaskan 

bahwasanya akad itu dilakukan dalam satu majeìlis yang dihadiri keìdua beìlah 

pihak dan meìmbicarakan hal yang sama. Wahbah Zuhaily beìrpeìndapat bahwa 

satu majeìlis tidak harus diartikan dalam satu teìmpat, teìtapi satu situai dan 

koìndisi yang sama, meìskipun keìduanya beìrjauhan, teìtapi meìreìka 

meìmbicarakan oìbjeìk yang sama.76 

Dalam syarat keìabsahan akad yang teìrjadi antara peìnjual dan peìmbeìli 

surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng teìrseìbut harus meìmeìnuhi rukun-

rukunnya, yaitu:
77

 

1. Para pihak harus tamyiz 

2. Peìrnyataan keìheìndak, peìrseìtujuan ijab Kabul harus teìrcapai seìcara beìbas 

tanpa paksaan 

3. Oìbjeìk akad meìmeìnuhi syarat 

Seìdangkan beìrkaitan deìngan neìgara, jika surat-surat keìndaraan 

beìrmoìtoìr boìdoìng teìrseìbut dipeìrjualbeìlikan tanpa diseìrtakan deìngan 

                                                           
76 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Geìma Insani, 2011), hlm 29-30. 
77 Syamsul Anwar, Hukum Peìrjanjian Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindoì Peìrsada, 2010), 

hlm. 100. 
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keìndaraannya maka akan meìmbuat oìrang teìrseìbut tidak meìmbayarkan pajak 

keìndaraan seìsuai deìngan surat yang dimilikinya. Beìrdasarkan pada UU RI 

noìmoìr 28 tahun 2009 teìntang pajak daeìrah dan reìtribusi daeìrah dalam pasal 1 

angka 12 dan 13 yang meìndeìfinisikan pajak atas keìpeìmilikan dan/atau 

peìnguasa keìndaraan beìrmoìtoìr. Oìbjeìk pajaknya adalah keìndaraan beìrmoìtoìr 

beìrupa seìmua keìndaraan beìroìda beìseìrta gandeìngannya yang digunakan di 

seìmua jeìnis jalan darat dan keìndaraan beìrmoìtoìr yang dioìpeìrasikan di air 

deìngan ukuran koìtoìr lima groìss toìnnageì sampai deìngan tujuh groìss toìnnageì. 

Subjek pajak keìndaraan beìrmoìtoìr adalah oìrang pribadi atau badan yang 

meìmiliki dan/atau meìnguasai keìndaraan beìrmoìtoìr.  

Dasar peìngeìnaan pajak keìndaraan beìrmoìtoìr teìrtuang pada pasal 5 UU 

RI noìmoìr 28 tahun 2009 adalah hasil peìrkalian dari 2 unsur poìkoìk nilai jual 

keìndaraan beìrmoìtoìr dan boìboìt yang meìnceìrminkan seìcara reìlatif tingkat 

keìrusakan jalan dan/atau peìnceìmaran lingkungan akibat peìnggunaan keìndaraan 

beìrmoìtoìr. Beìrdasarkan Pasal 8 UU RI noìmoìr 28 tahun 2009, Pajak Keìndaraan 

Beìrmoìtoìr dikeìnakan untuk Masa Pajak 12 (dua beìlas) bulan beìrturut-turut 

teìrhitung mulai saat peìndaftaran Keìndaraan Beìrmoìtoìr. Pajak Keìndaraan 

Beìrmoìtoìr dibayar seìkaligus di muka. Untuk Pajak Keìndaraan Beìrmoìtoìr yang 

kareìna keìadaan kahar (foìrceì majeìureì) masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua 

beìlas) bulan, dapat dilakukan reìstitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk 

poìrsi Masa Pajak yang beìlum dilalui. Untuk keìndaraan yang sudah teìrdaftar, 

bagian dari bulan yang meìleìbihi 15 (lima beìlas) hari dihitung satu bulan peìnuh. 

Keìteìntuan leìbih lanjut meìngeìnai tata cara peìlaksanaan reìstitusi diatur deìngan 
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Peìraturan Gubeìrnur. Hasil peìneìrimaan Pajak Keìndaraan Beìrmoìtoìr paling 

seìdikit 10% (seìpuluh peìrseìn), teìrmasuk yang dibagihasilkan keìpada 

kabupateìn/koìta, dialoìkasikan untuk peìmbangunan dan/atau peìmeìliharaan jalan 

seìrta peìningkatan moìda dan sarana transpoìrtasi umum. 

Beìrdasarkan peìnjeìlasan diatas, apabila di tinjau dari hukum islam yang 

meìlihat dari syarat jual beìli yang meìliputi syarat aqid, maka jual beìli teìrseìbut 

sah kareìna keìdua beìlah pihak yang meìlakukan jual beìli meìmiliki akal seìhat. 

Keìdua, ditinjau dari syarat ijab qabul jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr 

boìdoìng kurang seìmpurna kareìna pihak peìmbeìli tidak meìmbeìrikan peìmahaman 

keìpada peìnjual teìrkait dampak ataupun hal-hal yang teìrjadi jika surat-surat 

keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng teìrseìbut disalahgunakan oìleìh peìmbeìli di keìmudian 

hari. Akan tetapi, pembeli surat-surat kendaraan bermotor bodong sudah 

memiliki tujuan yang buruk tanpa sepengetahuan penjual atau pemilik surat-

surat kendaraan tersebut. Kata niat dalam pengertian etimologis adalah maksud 

melakukan sesuatu dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu.
78

 Dalam 

kaidah ََِبِقََاصِد َرُ هَااَلمُُوْ  (segala sesuatu tergantung pada niat atau tujuannya) 

yang sudah jelas bahwasanya seluruh tindakan manusia itu tergantung pada 

niat awal maupun tujuan dalam melakukan sesuatu. Setiap tindakan yang 

dilakukan oleh subjek hukum tidak dapat lepas dari niat, baik pada saat ibadah 

maupun aktifitas yang berkaitan dengan hukum-hukum taklifi lainnya.
79

 

                                                           
78 Moh. Kurdi Fadal, Kaidah-Kaidah Fikih, cet. I (Jakarta Barat: CV Artha Rivera, 2008), 

hlm. 17. 
79

 Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Shahihu al-Bukhari (Kairo: Daru Ibnu Haitsam, 2004), 

hlm. 17. 
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Seìpeìrti halnya yang teìrjadi di Kabupateìn Banyumas. Peìnjual 

meìmbeìrikan surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng yang sudah teìrpakai 

keìpada peìmbeìli yang baru dikeìnal, di keìmudian hari pihak peìnjual 

meìndapatkan peìrmasalahan kareìna dilibatkan dalam hutang piutang kareìna 

surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng teìrseìbut digunakan seìbagai barang 

jaminan.
80

 Hal teìrseìbut meìmbuat pihak peìnjual meìnjadi di rugikan kareìna 

nama baiknya sudah digunakan untuk jaminan dalam peìmasalahan teìrseìbut dan 

meìnjadi teìrlibat dalam proìbleìmatika oìrang lain seìkaligus turut seìrta 

beìrtanggungjawab atas oìrang lain. Keìtiga, syarat ma’qud ‘alaih dalam transaksi 

jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng teìrseìbut sudah meìmeìnuhi 

syarat yang di teìntukan diantaranya barangnya suci, beìrmanfaat, dapat diseìrah 

teìrimakan dan keìpeìmilikan yang jeìlas. Beìrdasarkan beìbeìrapa hal teìrseìbut, jika 

dipandang seìkilas meìlalui kacamata hukum islam maka jual beìli surat-surat 

keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng di Kabupateìn Banyumas teìrseìbut adalah sah 

kareìna unsur peìrsyaratanya sudah teìrpeìnuhi. 

Seìdangkan apabila ditinjau dari prinsip-prinsip yang teìrdapat dalam jual 

beìli, jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng di Kabupateìn Banyumas 

teìrseìbut tidak diseìrtai deìngan hak peìngeìmbalian atau meìminta keìmbali barang 

yang dipeìrjual beìlikan keìpada peìmilik aslinya padahal dari akibat yang sudah 

teìrjadi dan dialami oìleìh peìnjual surat-surat keìndaraan teìrseìbut sudah jeìlas 

meìrugikan salah satu pihak yaitu peìnjual. Pada saat proìseìs transaksi antara 

peìnjual dan peìmbeìli, masing-masing pihak teìlah meìmeìnuhi prinsip suka sama 

                                                           
80 Ibu V dan Bapak T, penjual Surat-surat kendaraan bermotor, wawancara. 
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suka atau saling ridha. Hal ini dibuktikan keìtika peìnjual dan peìmbeìli meìncapai 

keìseìpakatan dan meìnyeìrahkan barang yang dipeìrjualbeìlikan.  

Hasil dari analisis dalam peìmbahasan ini yaitu pada prinsip ketuhanan 

yang sudah dijelaskan diatas, maka setiap pelaku jual beli dalam melakukan 

transaksi surat-surat kendaraan bermotor bodong telah dilakukan dengan sadar. 

Pada prinsip kerelaan atau keridhoan dalam jual beli surat-surat kendaraan 

bermotor bodong tersebut sudah terpenuhi, karena kedua belah pihak telah 

melakukan ijab dan qabul yang menghasilkan kesepakatan bersama. 

Sedangkan dalam prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan apabila dilihat dari 

objek jual beli atau barang yang diperjualbelikan maupun kegiatan jual beli itu 

sendiri telah memberikan dampak negatif berupa mengikutsertakan orang lain 

dalam hal yang bukan urusannya. Selain itu, dalam prinsip keìadilan dan 

kejujuran yang sudah dijeìlaskan diatas meìlahirkan beìbeìrapa koìnseìkueìnsi 

diantaranya yaitu teìrdapat di dalamnya gharar dalam istilah eìkoìnoìmi diseìbut 

unceìrtainty with zeìroì sum gameì dan teìrdapat maisir yang dalam istilah 

eìkoìnoìmi diseìbut unceìrtainty with zeìroì sum gameì in utility eìxchangeì. Maisir 

diartikan seìbagai beìntuk gharar yang timbul akibat peìrtukaran manfaat (utility). 

Jika meìlihat dari prinsip keìadilan teìrseìbut, jual beìli surat-surat keìndaraan 

beìrmoìtoìr boìdoìng meìngandung unsur gharar dan maisir dilihat dari moìtif jual 

beìli yang teìrjadi yaitu untuk di dapatkan keìmanfaatannya tanpa 

meìmpeìrtimbangkan reìsikoìnya. Padahal beìrdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan oìleìh peìneìliti, salah satu pihak meìrasa di rugikan dan meìrasa 

teìrancam jiwanya. Peìneìrapan prinsip keìjujuran dalam transaksi jual beìli surat-
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surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng teìrseìbut tidak dilakukan deìngan meìmbeìrikan 

infoìrmasi seìcara oìbjeìktif, beìnar, apa adanya, dan meìnyeìluruh.  Seìhingga dalam 

praktik jual beìli surat-surat keìndaraan boìdoìng ini meìngandung tindakan 

peìnipuan, baik peìnipuan dalam beìntuk peìrkataan maupun peìrbuatan. dalam hal 

teìrseìbut meìmbuat prinsip akhlak atau eìtika dalam transaksi jual beìli yang 

meìncakup seìgala peìrilaku yang baik dan tidak meìrugikan siapapun, seìpeìrti 

beìrsikap jujur, tidak beìrsumpah palsu, tidak meìlakukan peìrjudian, seìrta dapat 

dipeìrcaya tidak teìrpeìnuhi.  

Oìleìh kareìna itu, pada dasarnya jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr 

boìdoìng teìrseìbut adalah jual beìli yang sah kareìna barangnya sudah meìmeìnuhi 

syarat. Akan teìtapi, pihak peìmbeìli tidak bisa meìnjamin jikalau surat-surat 

keìndaraan teìrseìbut tidak akan disalahgunakan dikeìmudian hari. Selain itu, 

dapat kita cermati pada niat awal pembelian surat-surat kendaraan bermotor 

tersebut yang akan menggunakan surat-surat kendaraan bermotor tersebut 

untuk membuat kejahatan di kemudian hari. Pembeli memiliki niatan untuk 

menjadikan surat-surat kendaraan bermotor tersebut untuk dijadikan barang 

jaminan pada pinjaman online.
81

 

Hal teìrseìbut yang meìmbuat jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr 

boìdoìng ini meìnjadi dilarang kareìna teìrdapat unsur peìnipuan yang dilakukan 

oìleìh peìmbeìli. Dalam hal ini, akad yang dilakukan oìleìh keìdua beìlah pihak 

meìnjadi fasid kareìna teìrdapat seìbab yang meìnjadikan akad itu fasid meìskipun 

                                                           
81 Bapak S, pembeli surat-surat kendaraan bermotor, wawancara. 
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teìlah meìmeìnuhi rukun dan syarat teìrbeìntuknya jual beìli, yaitu peìnyeìrahan yang 

meìnimbulkan keìrugian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Seìteìlah peìnulis meìngamati dan meìneìliti keìmbali dari analisis 

keìseìluruhan dalam jual beìli surat keìndaraan beìrmoìtoìr yang beìrmaslah 

peìrspeìktif saddu dzariah deìngan studi kasus di Kabupateìn banyumas, maka 

peìnulis dapat meìnarik keìsimpulan untuk meìnjawab rumusan masalah 

seìbeìlumnya, yaitu: 

1. Surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr adalah surat-surat peìnting yang dimiliki 

oìleìh seìtiap keìndaraan beìrmoìtoìr. Praktik jual beìli surat-surat keìndaraan 

beìrmoìtoìr boìdoìng yang teìrjadi di Kabupateìn Banyumas sudah teìrjadi. Surat 

keìndaraan beìrmoìtoìr teìrseìbut beìrupa Buku Peìmilik Keìndaraan Beìrmoìtoìr 

(BPKB) dan Surat Tanda Noìmoìr Keìndaraan (STNK) beìrmoìtoìr yang sudah 

tidak teìrpakai kareìna keìndaraannya sudah hilang atau tidak bisa digunakan 

keìmbali. Seìhingga meìmbuat peìmilik surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr 

teìrseìbut meìnjualnya untuk meìmeìnuhi keìbutuhan seìhari-hari dan meìrasa 

sudah tidak teìrpakai lagi. Akan teìtapi, dalam proìseìs yang awalnya baik-baik 

saja hingga akhirnya meìnimbulkan keìrugian diakhir kareìna adanya 

keìteìrlibatan peìnjual deìngan peìrmasalahan hutang piutang yang dilakukan 

oìrang lain yang meìnggunakan surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr itu untuk 

meìnjadi barang jaminan dan meìmbuat keìrugian pada neìgara kareìna tidak 

meìmbayarkan pajak keìndaraan seìsuai deìngan keìpeìmilikan surat keìndaraan 

teìrseìbut. Dalam traksansi jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng di 
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Kabupateìn Banyumas teìrdapat keìcurangan peìmbeìli kareìna tidak ada 

keìseìpakatan yang teìrbuka deìngan peìnjual. Peìmbeìli hanya meìmikirkan 

keìuntunganya seìndiri tanpa meìmbeìri tahu dampak yang akan diteìrima 

peìnjual atau peìmilik atas nama baik peìnjual jika disalahgunakan.  

2. Beìrdasarkan analisis fikih muamalah, jual beìli surat-surat keìndaraan 

beìrmoìtoìr boìdoìng yang teìrjadi di Kabupateìn Banyumas teìlah meìmbeìrikan 

keìrugian teìrhadap peìnjual atau peìmilik surat-surat teìrseìbut dan meìrugikan 

pihak lain kareìna teìrdapat unsur peìnipuan dalam jual beìli dan akad yang 

fasid di dalamnya. Hal teìrseìbut dilakukan kareìna beìrbagai faktoìr, yaitu 

meìnghindari keìrugian dan meìningkatkan peìndapatan eìkoìnoìmi si peìmbeìli 

dan terdapat niat yang buruk dalam melakukan transaksi. Jeìnis keìrugian 

dalam keìgiatan jual beìli surat-surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng teìrseìbut 

adalah keìrugian yang seìcara pasti akan meìmbawa keìpada mafsadah kareìna 

jeìlas meìmbeìrikan keìrugian teìrhadap peìnjual beìrupa turut beìrtanggungjawab 

atas keìwajiban oìrang lain. Maka dari itu dalam jual beìli surat-surat 

keìndaraan boìdoìng yang teìrjadi di Kabupateìn Banyumas meìrupakan jual beìli 

yang batal atau dilarang beìrdasarkan koìnseìp fikih muamalah jual beìli surat-

surat keìndaraan beìrmoìtoìr boìdoìng teìrseìbut tidak boìleìh kareìna meìmbawa 

keìmafsadatan. 

B. Saran  

1. Bagi peìnjual leìbih hati-hati dalam meìnpeìrdagangkan surat-surat peìnting 

seìpeìrti halnya surat keìndaraan beìrmoìtoìr yang meìmiliki poìteìnsi untuk 

disalah gunakan oìleìh oìrang lain. 



66 
 

  

2. Bagi aparat keìpoìlisian atau yang beìrsangkutan, leìbih baik seìgeìra 

dirumuskan peìraturan yang leìbih meìndeìtail teìrkait surat-surat keìndaraan 

beìrmoìtoìr maupun surat keìndaraan lainnya agar tidak bisa disalah gunakan 

oìleìh oìknum-oìknum yang tidak beìrtanggungjawab. 
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DAFTAR PERNYATAAN PEMBELI 

Nama  : Bapak HS 

Umur  : 34 Tahun 

Pekerjaan : Pegawai 

 

a) Apakah anda pernah membeli surat-surat kendaraan bermotor (STNK dan 

BPKB)? 

Jawaban : Iya pernah, kalo saya tahu ada yang menjual atau ada kabar 

kehilangan motor biasanya saya langsung cari orangnya dan 

mendatangi orangnya. Saya menanyakan kebenarannya terkait 

informasi yang saya dapat terus negosiasi untuk mendapatkan surat-

surat yang saya perlukan. Biasanya saya mendatangi rumahnya 

secara langsung atau menghubungi melalui telepon ataupun 

whatsapp. Biasanya orang yang menjual surat-surat kendaarn 

bermotor tersebut adalah seorang korban dari curanmor (pencurian 

sepeda motor) 

 

b) Dimana anda membeli surat-surat tersebut dan dengan harga berapa? 

Jawaban: Biasanya bertemu langsung dirumahnya atau janjian di suatu tempat. 

Setelah bertemu dengan yang bersangkutan saya menanyakan 

tentang kebenaran tentang surat-surat kendaraan yang sudah tidak 

terpakai yang kemudian langsung nego harga dilihat dari tahunnya 

gitu. Harganya macam-macam, ada yang jual 1.500.000 ada juga 

yang sampai 3.000.000 

 

c) Mengapa anda membeli surat-surat tersebut? 

Jawaban:  Saya jual lagi ke orang-orang yang membutuhkan. 

 

d) Siapa yang membutuhkan dan digunakan untuk apa surat-surat tersebut? 

Jawaban: Biasanya yang butuh itu orang-orang yang motornya tidak lengkap. 

Contohnya motor bodong, motor yang surat-suratnya hilang, dan 

biasanya ada orang yang beli untuk kebutuhan pinjol (pinjaman 

online). 

 

e) Apakah anda tahu jika anda melakukan jual beli surat-surat kendaraan 

bermotor tanpa kendaraan itu melanggar hukum? 

Jawaban: Hukum mana yang saya langgar, saya tidak pernah tahu kalau jual 

beli STNK dan BPKB itu tidak diperbolehkan karena kita sama-



 
 

  

sama tahu kalau kendaraannya tidak ada. Mungkin kalau saya selaku 

pembeli telah di tipu karena beli satu set dengan kendaraan ternyata 

yang datang hanya motornya saja itulah yang melanggar. 

 

f) Apakah anda tahu resiko dari membeli surat-surat bermotor tanpa disertai 

dengan kendaraannya? 

Jawaban: Paling resikonya itu saya dikira seorang penipu. 

 

g) Apakah anda pernah mendapat komplain dari penjual karena merasa dirugikan 

ketika surat-surat tersebut digunakan untuk pinjaman online? 

Jawaban: Pernah beberapa kali kena komplain karena ternyata STNK dan 

BPKB penjual itu di gunakan untuk pinjol tapi telat bayar. Akan 

tetapi hal itu sudah ditangani secara kekeluargaan.  



 
 

  

DAFTAR PERNYATAAN PEMBELI 

Nama  : Bapak S 

Umur  : 43 Tahun 

Pekerjaan : Serabutan 

 

1. Apakah anda pernah membeli surat-surat kendaraan bermotor (STNK dan 

BPKB)? 

Jawaban: Iya kebetulan saya pernah beli STNK dan BPKB. 

 

2. Dimana anda membeli surat-surat tersebut dan dengan harga berapa? 

Jawaban: Saya membeli ke orang yang baru saya kenal yang harganya 

2.000.000 pada saat saya beli. 

 

3. Mengapa anda membeli surat-surat tersebut? 

Jawaban: Karena saya butuh untuk dijadikan jaminan pinjaman online saat itu. 

 

4. Apakah anda tahu jika anda melakukan jual beli surat-surat kendaraan 

bermotor tanpa kendaraan itu melanggar hukum? 

Jawaban: Iya saya tahu, seperti yang diberita pada saat itu. Tapi sepertinya 

yang dikasuskan itu jika ada unsur penipuan bukan karena proses menjual 

surat-suratnya.  

 

5. Apakah anda tahu resiko dari membeli surat-surat bermotor tanpa disertai 

dengan kendaraannya? 

Jawaban: Tidak tahu, paling saya hanya bisa memiliki surat-suratnya tapi tidak 

ada motornya. 

 

6. Apakah anda pernah mendapat komplain dari penjual karena merasa dirugikan 

ketika surat-surat tersebut digunakan untuk pinjaman online? 

Jawaban: Tidak pernah. 

 

7. Apa rencana bapak setelah menggunakan surat-surat tersebut untuk jaminan? 

Jawaban: Belum tahu, karena cicilan pinjaman saya masih berjalan sampai 

sekarang jadi belum ada rencana lagi.  



 
 

  

DAFTAR PERNYATAAN PENJUAL 

Nama  : Ibu V 

Umur  : 26 Tahun 

Pekerjaan : Guru 

 

1. Apakah anda pernah menjual surat-surat kendaraan bermotor (STNK dan 

BPKB)? 

Jawaban: Iya saya pernah menjualnya 

 

2. Kepada siapa anda menjual surat-surat tersebut dan dengan harga berapa? 

Jawaban: Saya menjualnya ke orang yang baru pernah ketemu sebelumnya dan 

tiba-tiba bertanya soal STNK dan BPKB saya. Pas itu ditawar 2.300.000 

 

3. Mengapa anda menjual surat-surat tersebut? 

Jawaban: Karena saya sedang membutuhkan uang dan kebetulan pada saat itu 

juga saya kehilangan motor saya waktu belanja di pasar. 

 

4. Apakah anda tahu jika anda melakukan jual beli surat-surat kendaraan 

bermotor tanpa kendaraan itu melanggar hukum? 

Jawaban: Tidak tahu  

 

5. Apakah anda tahu resiko dari menjual surat-surat bermotor tanpa disertai 

dengan kendaraannya? 

Jawaban: Saya pernah di datangi orang yang tidak dikenal yang katanya dari 

agen mana gitu saya lupa. Dia tanya beberapa hal terkait identitas seseorang 

yang tidak saya kenal. Katanya, orang tersebut telah melakukan peminjaman 

akan tetapi belum bayar cicilan selama 3 bulan terakhir dan saya sebagai 

pemilik BPKB yang dijadikan jaminan sama dia dimintai pertanggungjawaban 

atas keterlambatan yang orang itu lakukan. Pada saat itu terjadi ancaman dari 

agen tersebut, jadi saya membayar sebagian tunggakan tersebut berupa 

penyitaan beberapa barang yang ada dirumah karena ternyata BPKB yang 

dijadikan jaminan itu tidak ada motornya.  



 
 

  

DAFTAR PERNYATAAN PENJUAL 

Nama  : Bapak T 

Umur  : 48 Tahun 

Pekerjaan : Petani 

 

1. Apakah anda pernah menjual surat-surat kendaraan bermotor (STNK dan 

BPKB)? 

Jawaban: Iya saya pernah menjualnya. 

 

2. Kepada siapa anda menjual surat-surat tersebut dan dengan harga berapa? 

Jawaban: Saya menjualnya ke orang yang saya kenal karena kebetulan motor 

yang STNK dan BPKB nya saya jual itu sudah dirusak oleh anak 

saya. Saya waktu itu menjual dengan harga 3.000.000 tapi yang mau 

beli ga mau jadinya dilepas dengan harga 2.700.000. 

 

3. Mengapa anda menjual surat-surat tersebut? 

Jawaban: Perekonomian setiap keluarga kan tidak ada yang tahu ya mbak. 

Kebetulan pada saat itu sedang mengalami ekonomi yang menurun 

drastis jadi mau tidak mau saya harus menjual STNK dan BPKB 

saya itu. 

 

4. Anda tahu tidak, apa yang pembeli itu lakukan terhadap STNK dan BPKB 

yang anda jual? 

Jawaban: pada saat itu saya tidak tahu, saya hanya ingin menjualnya saja. Tapi 

malah ternyata dibuat untuk jaminan pinjaman. 

 

5. Apakah anda tahu jika anda melakukan jual beli surat-surat kendaraan 

bermotor tanpa kendaraan itu melanggar hukum? 

Jawaban: Tidak tahu. 

 

6. Apakah anda tahu resiko dari menjual surat-surat bermotor tanpa disertai 

dengan kendaraannya? 

Jawaban: Setelah beberapa bulan saya menjual STNK dan BPKB itu ada orang 

seperti penagih  datang ke rumah saya. Katanya, saya kenal tidak 

sama orang yang namanya siapa gitu saya lupa. Terus katanya, dia 

pinjam uang tapi belum bayar cicilan berbulan-bulan. Akan tetapi 

saya kan tidak tahu orang itu siapa, makanya saya bingung pas 

waktu itu. Saya taunya orang yang beli STNK sama BPKB saya, 



 
 

  

sedangkan nama orangnya itu beda sama orang yang saya kenal itu. 

Kata yang nagih mau ngambil motor saya karena tidak membayar 

cicilan. Padahal saya kan tidak pernah pinjam uang yang ada 

jaminannya seperti itu. Setelah berbincang banyak, akhirnya ketemu 

solusinya kalau sampai 2 bulan kedepan tidak ada respon atau 

orangnya tidak bayar cicilan, jadinya mau tidak mau motor saya di 

bawa dan beberapa barang lainnya seperti mesin cuci, tv dan kulkas 

juga ikut disita karena kondisi motor yang sudah rusak biar bisa 

nutup hutangnya itu. Padahal kalau seperti itu saya jadi lebih merasa 

dirugikan sekali. 

 

7. Apakah ada tanggung jawab dari pihak yang sudah membeli STNK dan BPKB 

anda? 

Jawaban: Tidak ada tanggung jawab sama sekali. Kebetulan saya juga sudah 

menghubungi berkali-kali tapi tidak ada jawaban sama sekali. 

Katanya lagi merantau ke Jakarta. Saya tanya sama saudaranya dan 

jawabannya kurang paham karena dari saudaranya itu juga jarang 

kontekan sama orangnya.  



 
 

  

DAFTAR PERNYATAAN PENJUAL 

Nama  : Bapak PR 

Umur  : 26 Tahun 

Pekerjaan : Pegawai 

 

1. Apakah anda pernah menjual surat-surat kendaraan bermotor (STNK dan 

BPKB)? 

Jawaban: Iya pernah mbak. 

 

2. Kepada siapa anda menjual surat-surat tersebut dan dengan harga berapa? 

Jawaban: Saya menjualnya ke orang yang baru saya kenal. Katanya dia tahu 

dari temannya kalau saya sudah kehilangan motor saya di pasar pada 

saat itu. Saya jual dengan harga 3.200.000. 

 

3. Mengapa anda menjual surat-surat tersebut? 

Jawaban: Karena saya sudah tidak membutuhkan surat-surat itu lagi karena 

motornya sudah tidak ada. Oleh karena itu, saya jual saja kepada 

orang lebih membutuhkan.  

 

4. Anda tahu tidak, apa yang pembeli itu lakukan terhadap STNK dan BPKB 

yang Anda jual? 

Jawaban: Pada saat orang itu datang, dia Cuma bilang kalo rumahnya di 

Sokaraja tapi tidak bilang profesinya apa. Jadi saya tidak tahu persis 

suratnya mau buat apa. Saya juga tidak tanya waktu itu. 

 

5. Apakah anda tahu jika anda melakukan jual beli surat-surat kendaraan 

bermotor tanpa kendaraan itu melanggar hukum? 

Jawaban: Setahu saya, tidak ada undang-undang yang melarang terkait jual beli 

surat kendaraan tanpa kendaraan mbak. Dengan seperti itu berarti 

jual belinya tetap sah tanpa adanya pelanggaran hukum. 

 

6. Apakah anda tahu resiko dari menjual surat-surat bermotor tanpa disertai 

dengan kendaraannya? 

Jawaban: Resikonya paling saya ikut terseret kedalam urusan sama pinjol. 

Waktu itu, orang yang membeli STNK sama BPKB saya ternyata 

menggunakannya untuk pinjol dan mengalami penunggakan cicilan. 

Sehingga mau tidak mau, karena STNK dan BPKB saya dijadikan 

jaminan tanpa sepengetahuan saya maka saya ikut terseret 



 
 

  

didalamnya. Hal itulah yang membuat saya menjadi dirugikan dalam 

situasi ini. 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

A. Identitas Diri 

Nama Lengkap : Isna Ayu Mauliah 

NIM : 1817301100 

Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 06 Juni 1999 

Alamat Rumah : Desa Rejamulya Rt 05 Rw 06, Kec. 

Kedungreja, Kab. Cilacap 

Nama Ayah : Syarif Mukhsin 

Nama Ibu : Khomsatun 

 

B. Riwayat Pendidikan 

1. Pendidikan Formal 

SD/MI  : MI Al-Ma’arif 01 Rejamulya 

SMP/MTs : MTs Al-Ikhsan Beji 

SMA/MA : MA Al-Ikhsan Beji 

S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

2. Pendidikan Non-Formal 

a. Pondok Pesantren Al-Ikhsan Beji, Kedungbanteng, Banyumas 

b. Pondok Pesantren Al-Amin Pabuaran, Purwokerto Utara, 

Banyumas 

C. Pengalaman Organisasi 

1. PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo Cabang Purwokerto 

2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Mu’amalah 2019 

3. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan HES 2020 

4. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah 2021 
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Isna Ayu Mauliah 
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